
 

 

 

 

TINDAK LANJUT  
 

Pengadilan Agama Koto Baru 

 

NOMOR ST : W3-A/1577/PS.00/VI/2022 

TANGGAL : 24 Juni 2022 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TAHUN 2022 



Manajemen Peradilan 
 

NO. STATUS KETERANGAN TINDAK LANJUT 

1 Status 

SUDAH 

Target Penyelesaian 

2022-06-24 

Tanggal Penyelesaian 

 

KONDISI 

• Program Kerja tahun 

2022 telah ada yang 

disusun tanggal 3 Januari 

2022, akan tetapi belum 

dilakukan 

pengukuran/Evaluasi 

capaian target setiap 

indikator kegiatan ( 

Bulanan atau Triwulan ) 

yang dirumuskan dalam 

bentuk tertlis. 

 

REKOMENDASI 

• Pimpinan dan Pejabat 

terkait harus melakukan 

pengukuran/evaluasi 

setiap indicator program 

kerja baik bulanan, 

Triwulan. 

 

• Sudah ditindaklanjuti 

Pimpinan dan Pejabat 

telah melakukan 

pengukuran/evaluasi 

setiap indicator pada 

rapat monev program 

kerja. 

 

 
Administrasi Perkara 
 

NO. STATUS KETERANGAN TINDAK LANJUT 

1 Status 

SUDAH 

Target Penyelesaian 

2022-06-24 

Tanggal Penyelesaian 

 

KONDISI 

• Masih ada berkas perkara 

yang telah minut dan BHT 

belum dialih Mediakan ke 

SIPP secara lengkap( 

Nomor Perkara terlampir 

sesuai data Aplikasi 

Despa). 

 

REKOMENDASI 

• Admin supaya melengkapi 

kekurangan data dengan 

segera ke arsip perkara 

secara elektronik. 

 

• Sudah ditindaklanjuti 

Alih Media untuk 

perkara BHT telah 

dilengkapi hingga per 

23 Juni 2022 

 

2 Status 

SUDAH 

Target Penyelesaian 

2022-06-24 

Tanggal Penyelesaian 

KONDISI 

• Pada buku kas ATK 

perkara, tanggal transaksi 

penerimaan oleh 

bendahara ATK perkara 

• Sudah ditindak lanjuti 

Kasir telah 

menyerahkan biaya 

ATK Proses ke 

bendahara Proses 



 tidak sama dengan 

tanggal transaksi 

pengeluaran oleh kasir 

pada buku jurnal/Buku 

Bantu Harian; 

 

REKOMENDASI 

• Kasir harus menyerahkan 

kepada bendahara ATK 

perkara sesuai dengan 

tanggal pengeluaran pada 

jurnal, Buku Bantu 

keuangan perkara. 

 

setiap hari 

 

3 Status 

BELUM 

Target Penyelesaian 

2022-06-24 

Tanggal Penyelesaian 

 

KONDISI 

• Arsip perkara semenjak 

tahun 2010 s/d tahun 

2022 berada pada kantor 

baru  telah tersusun rapi, 

akan tetapi arsip tahun 

1959 semenjak kantor 

berdiri s/d tahun 2009 

berada pada kantor yang 

berada di Alahan Panjang 

dan Kantor yang berada 

di Koto Baru. Arsip dari 

tahun 1959 yang berada 

di Kantor Alahan Panjang 

dan Kantor yang berada 

di Koto Baru sudah ada 

yang berumur 30 tahun 

atau lebih, arsip tersebut 

yang belum dihapus. 

 

REKOMENDASI 

• Petugas/Panmud Hukum 

dibawah coordinator 

Panitera dan Pimpinan 

harus menghapus arsip 

tersebut sesuai dengan 

ketentuan yang berlaku. 

 

• Sudah ditindaklanjuti 

dengan telah dibentuk 

TIM berdasarkan SK 

menghapus arsip 

tersebut sesuai dengan 

ketentuan yang 

berlaku. 

 

 
Administrasi Persidangan 
 

NO. STATUS KETERANGAN TINDAK LANJUT 

1 Status 

SUDAH 

Target Penyelesaian 

KONDISI 

• Cover atau kulit berkas 

yang diminutasi hanya 

• Sudah ditindaklanjuti 

Cover atau kulit berkas 

telah diperbaiki 



2022-06-24 

Tanggal Penyelesaian 

 

seperdua dan tidak ada  

paraf dan tanggal 

minutasinya, kecuali pada 

map yang tidak mengikat 

(tidak dijahit), ini 

ditemukan dalam perkara 

Nomor 

52/Pdt.G/2022/PA.KBr,   

142/Pdt.G/2022/PA.KBr 

dan 

2/Pdt.G/2021/PA.KBr., 

128/Pdt.G/2022/PA.KBr.,  

211/Pdt.G/2022/PA.KBr., 

167/Pdt.G/2022/KBr.,  

dan 

416/Pdt.G/2021/PA.KBr. 

( semua berkas perkara 

adalah yang dijadikan 

olah Hakim yang 

bersangkutan sebagai 

bahan examinasi) 

 

REKOMENDASI 

• Diperbaiki sehingga jelas 

minutasinya 

 

 

2 Status 

SUDAH 

Target Penyelesaian 

2022-06-24 

Tanggal Penyelesaian 

 

KONDISI 

• Pada PMH  ditulis Majelis  

Hakim dipimpin oleh 

Ketua majelis pada berkas 

nomor 

142/Pdt.G/2022/PA.KBr 

dan 

128/Pdt.G.2022/PA.Kbr. 

 

REKOMENDASI 

• Supaya diganti dengan 

kata Hakim Ketua 

 

• Sudah ditindaklanjuti 

 

3 Status 

SUDAH 

Target Penyelesaian 

2022-06-24 

Tanggal Penyelesaian 

 

KONDISI 

• Dalam PHS, Relas 

panggilan, beberapa 

formulir Mediasi, BAS, 

putusan, dan lain-lain    

mempergunakan kata 

“melawan” untuk antara 

pihak pada semua berkas 

diatas. 

 

REKOMENDASI 

• Sudah ditindaklanjuti 

telah dirubah kata 

"melawan" menjadi 

"lawan" pada berkas. 

 



• Supaya dirubah kata 

“melawan” menjadi 

“lawan” untuk semua 

tempat di atas. 

 

4 Status 

SUDAH 

Target Penyelesaian 

2022-06-24 

Tanggal Penyelesaian 

 

KONDISI 

• Tulisan tangan pada 

relass panggilan tidak rapi 

dan sulit dibaca pda 

semua berkas di atas. 

 

REKOMENDASI 

• Supaya menampilkan 

tulisan yang rapi, menarik 

dan mudah dibaca. 

 

• Sudah ditindak lanjuti 

tulisan pada relas telah 

rapi dan bagus 

 

5 Status 

SUDAH 

Target Penyelesaian 

2022-06-24 

Tanggal Penyelesaian 

 

KONDISI 

• Relass panggilan untuk 

ikrar talak dibuat untuk 

pemeriksaan perkara. 

 

REKOMENDASI 

• Supaya dirobah 

formulirnya sehingga 

terbaca untuk ikrar. 

 

• Sudah ditindak lanjuti  

formulir telah dirubah , 

Relas Ikrar Talak untuk 

penyaksian sidang ikrar 

talak 

 

6 Status 

SUDAH 

Target Penyelesaian 

2022-06-24 

Tanggal Penyelesaian 

 

KONDISI 

• Dalam perdamaian tidak 

ada tentang siapa yang 

menguasai anak dan 

penyerahan anak dalam 

Perkara Nomor 

2/Pdt.G/2021/PA.KBr 

dan 

416.Pdt/G/2021/PA.KBr. 

 

REKOMENDASI 

• Diperbaiki isi perdamaian 

di depan sidang supaya 

dapat dieksekusi bila 

diperlukan. 

 

• Sudah ditindaklanjuti 

laporan Mediasi tidak 

berhasil sehingga 

tentang siapa yang 

menguasai anak tidak 

dicantumkan 

 

7 Status 

SUDAH 

Target Penyelesaian 

2022-06-24 

Tanggal Penyelesaian 

 

KONDISI 

• Pada panggilan pertama, 

pihak disuruh bawa saksi 

dan surat surat serta 

jawaban pada semua 

berkas di atas kecuali 

nomor 

• Sudah ditindak lanjuti 

telah dihilangkan 

kalimat bawa para 

saksi dan surat-

surat.serta jawaban 

tertulis. 



142/Pdt.G/2022/PA.Kbr. 

 

REKOMENDASI 

• Dihilangkan kalimat bawa 

para saksi dan surat-

surat.serta jawaban 

tertulis. 

 

 

8 Status 

SUDAH 

Target Penyelesaian 

2022-06-24 

Tanggal Penyelesaian 

 

KONDISI 

• Pihak yang dipanggil tidak 

ketemu di alamat dan 

diteruskan ke kantor 

walinagari untuk 

diteruskan kepada yang 

bersangkutan pada 

perkara nomor 

2/Pdt.G/2021/PA.KBr 

dan 

21/Pdt.G/2022/PA.KBr. 

 

REKOMENDASI 

• Dalam Relass Panggilan 

harus disebutkan apa 

yang dilakukan dan apa 

yang dikatakan. 

 

• Sudah ditindaklanjuti,  

dalam Relass Panggilan 

telah disebutkan apa 

yang dilakukan dan apa 

yang dikatakan. 

 

9 Status 

SUDAH 

Target Penyelesaian 

2022-06-24 

Tanggal Penyelesaian 

 

KONDISI 

• Setelah laporan mediasi 

dan pernyataan para 

pihak tentang laporan 

mediasi tidak berhasil 

pada BAS sidang kedua 

tidak ada putusan sela 

majelis hakim yang 

memerintahkan para 

pihak untuk mengikuti 

persidangan, pada semua 

berkas di atas. 

 

REKOMENDASI 

• Supaya melaksanakannya 

sesuai dengan SEMA 

tersebut. 

 

• Sudah ditindak lanjuti, 

telah sesuai dengan 

SEMA 

 

10 Status 

SUDAH 

Target Penyelesaian 

2022-06-24 

Tanggal Penyelesaian 

KONDISI 

• Di dalam BAS ada yang 

perlu di Zigzag tetapi 

tidak dilaksanakan/ 

sudah di zigzag tidak di 

• Sudah ditindaklanjuti , 

SZ dan paraf telah 

dibubuhkan pada 

setiap sah cross Z 

 



 renvoi pada perkara 

Nomor 

142/Pdt.G/2022/PA.KBr., 

211/Pdt.G/2022/PA.KBr. 

, 2/Pdt.G/2021/PA.KBr. 

dan 

416/Pdt.G/2021/PA.KBr. 

 

REKOMENDASI 

• Supaya dilakukan di 

zigzag dan atau direnvoi 

yang sesuai dengan 

keadaan. 

 

11 Status 

SUDAH 

Target Penyelesaian 

2022-06-24 

Tanggal Penyelesaian 

 

KONDISI 

• Tulisan Juru Sita atau 

Juru Sita Pengganti 

dalam Relass Panggilan 

teidak rapi an terkesan 

jelek pada semua berkas 

perkara di atas. 

 

REKOMENDASI 

• Supaya tulisan bagus, 

rapi dan mudah dibaca 

dan menarik. 

 

• Sudah ditindaklanjuti 

Tulisan sudah 

dirapikan hingga 

mudah dibaca 

 

12 Status 

SUDAH 

Target Penyelesaian 

2022-06-24 

Tanggal Penyelesaian 

 

KONDISI 

• Di dalam pertimbangan 

tentang mediasi tidak 

menyebutkan dasar 

hukum KMA Nomor 108   

Tahun 2016  Tentang 

Tata Kelola Mediasi Di 

Pengadilan di atas 

padahal formulir yang 

dipergunakan diambil dari 

KMA tersebut pada semua 

berkas di atas. 

 

REKOMENDASI 

• Supaya KMA tersebut 

disebutkan sebagai dasar 

hukum dalam 

pertimbangan tentang 

mediasi. 

 

• Sudah ditindak lanjuti  

KMA sudah disebutkan 

sebagai dasar hukum 

dalam pertimbangan 

tentang mediasi. 

 

13 Status 

SUDAH 

KONDISI 

• Materai pada alat bukti 

• Sudah ditindaklanjuti, 

alat Bukti Surat yang 



Target Penyelesaian 

2022-06-24 

Tanggal Penyelesaian 

 

surat dan surat kuasa 

tidak ada yang pakai 

tanggal dan diterima saja 

oleh Majelis Hakim pada 

semua berkas di atas. 

 

REKOMENDASI 

• Majelis Hakim harus 

memperhatikan dan 

memerintahkan yang 

bersangkutan untuk 

melengkapi tanggal 

tersebut. 

 

bermaterai telah 

memakai tanggal 

 

14 Status 

SUDAH 

Target Penyelesaian 

2022-06-24 

Tanggal Penyelesaian 

 

KONDISI 

• Dalam penutupan 

putusan tidak ada dalam 

musyawarah Majelis 

Hakim dan putusan 

dibacakan dalam berkas 

perkara nomor 

55/Pdt.G/2022/PA.Kbr. 

dan 

211/Pdt.G/2022/PA.KBr. 

 

REKOMENDASI 

• Supaya mempergunakan 

istilah atau kata-kata 

hokum yang baku. 

 

• Sudah ditindaklanjuti, 

dengan 

mempergunakan istilah 

atau kata-kata hukum 

yang baku. 

 

15 Status 

SUDAH 

Target Penyelesaian 

2022-06-24 

Tanggal Penyelesaian 

 

KONDISI 

• Masih mempergunakan 

kata “perkara tertentu 

atau perdata agama” di 

awal putusan, dalam 

putusan pada semua 

berkas diatas., kecuali 

nomor 

142/Pdt/G/2022/PA.KBr 

dan 

128/Pdt.G/2022/PA.KBr. 

 

REKOMENDASI 

• Hilangkan kata “tertentu” 

dan atau “perdata 

agama”. 

 

• Sudah ditindaklanjuti 

telah dihilangkan kata 

“tertentu” dan atau 

“perdata agama” 

 

 
Administrasi Umum 



 

NO. STATUS KETERANGAN TINDAK LANJUT 

1 Status 

SUDAH 

Target Penyelesaian 

2022-06-24 

Tanggal 

Penyelesaian 

 

KONDISI 

• 1. Masih terdapat Surat 

Perintah Bayar yang belum 

ditanda tangani;2. Bukti 

pembayaran hanya berupa 

nota toko;3. terdapat pajak 

yang kurang dipungut. 

 

REKOMENDASI 

• 1. Segera tanda tangani 

SPBy;2. Untuk selanjutnya 

menggunakan kuitansi 

tambahan;3. Bendahara dan 

PPSPM harus lebih teliti 

dalam pemungutan pajak. 

 

• Sudah ditanda 

tangani dan ditindak 

lanjuti sebagaimana 

mestinya 

 

2 Status 

SUDAH 

Target Penyelesaian 

2022-06-24 

Tanggal 

Penyelesaian 

 

KONDISI 

• Daftar Barang Ruangan pada 

beberapa ruangan tidak 

sesuai dengan jumlah barang 

yang berada di ruangan. 

 

REKOMENDASI 

• Segera perbaiki daftar barang 

ruangan. 

 

• Sudah 

ditindaklanjuti,  

tudah dilengkapi dan 

di sesuaikan dengan 

kondisi ruangan 

 

3 Status 

SUDAH 

Target Penyelesaian 

2022-06-24 

Tanggal 

Penyelesaian 

 

KONDISI 

• 1. Lokasi absen pada aplikasi 

SIKEP tidak sesuai dengan 

lokasi kantor; 2. Pegawai tidak 

melakukan presensi online. 

 

REKOMENDASI 

• Lakukan monitoring dan 

evaluasi lokasi presensi 

pegawai. 

 

• Sudah di tindak 

lanjuti, telah 

dilakukan monitoring 

dan evaluasi 

 

4 Status 

SUDAH 

Target Penyelesaian 

2022-06-24 

Tanggal 

Penyelesaian 

 

KONDISI 

• SK PPNPN hanya perorangan 

tidak ada yang kolektif. 

 

REKOMENDASI 

• Agar dibuat SK PPNPN secara 

kolektif dan perorangan. 

 

• Sudah 

ditindaklanjuti telah 

dibuat SK PPNPN 

secara kolektif 

 



5 Status 

SUDAH 

Target Penyelesaian 

2022-06-24 

Tanggal 

Penyelesaian 

 

KONDISI 

• Tim review SOP tahun 2022 

telah dibuat, tetapi SOP belum 

dilakukan review terbaru 

tahun 2022. 

 

REKOMENDASI 

• Segera lakukan review SOP. 

 

• Sudah ditindak 

lanjuti telah 

dilakukan review 

menitoring SOP 

 

6 Status 

SUDAH 

Target Penyelesaian 

2022-06-24 

Tanggal 

Penyelesaian 

 

KONDISI 

• Pada sebagian SK tidak 

terdapat uraian tugas tim. 

 

REKOMENDASI 

• Untuk melakukan revisi 

terhadap SK yang tidak 

memiliki uraian tugas. 

 

• Sudah ditindak 

lanjuti SK telah 

direvisi dengan 

disertai uraian tugas 

 

7 Status 

SUDAH 

Target Penyelesaian 

2022-06-24 

Tanggal 

Penyelesaian 

 

KONDISI 

• Belum dilakukan revisi 

terhadap SK yang memuat 

nama pegawai yang telah 

pensiun. 

 

REKOMENDASI 

• Segera lakukan revisi 

terhadap SK. 

 

• Sudah ditindak 

lanjuti telah 

dilakukan revisi 

terhadap SK 

 

8 Status 

SUDAH 

Target Penyelesaian 

2022-06-24 

Tanggal 

Penyelesaian 

 

KONDISI 

• Belum dilakukan monitoring 

dan evaluasi terhadap 

program kerja. 

 

REKOMENDASI 

• Lakukan monitoring dan 

evaluasi program kerja 

minimal triwulan. 

 

• Sudah 

ditindaklanjuti telah 

dilakukan monitoring 

dan evaluasi program 

kerja. 

 

9 Status 

SUDAH 

Target Penyelesaian 

2022-06-24 

Tanggal 

Penyelesaian 

 

KONDISI 

• Terdapat pegawai yang 

terlambat mengisi presensi 

online tetapi tidak dikenakan 

potongan tunjangan kinerja. 

 

REKOMENDASI 

• Agar dilakukan pemotongan 

terhadap pegawai yang 

• Telah di tindak 

lanjuti 

 



terlambat mengisi absen. 

 

10 Status 

SUDAH 

Target Penyelesaian 

2022-06-24 

Tanggal 

Penyelesaian 

 

KONDISI 

• Kurang bersihnya ruang 

sidang dan ruang mediasi. 

Tidak sesuai dengan checklist 

pada kebersihan. Serta tidak 

ada ada alat tulis berupa 

kertas dan bulpen pada kotak 

saran. 

 

REKOMENDASI 

• Agar memperhatikan 

kebersihan sebagaimana pada 

himbauan dirjen badilag 

nomor 

809/DjA/HM.01/3/2020tenta

ng pelaksanaan jum'at sehat 

dan jum'at bersih, serta selalu 

memperhatikan ketersediaan 

alat tulis. 

 

• Sudah dibersihkan 

dan sudah 

disesuaikan dengan 

ceklist kebersihan 

 

 
Kinerja Pelayanan 
 

NO. STATUS KETERANGAN TINDAK LANJUT 

1 Status 

SUDAH 

Target 

Penyelesaian 

2022-06-24 

Tanggal 

Penyelesaian 

 

KONDISI 

• Laporan meja informasi bulanan 

sudah ada, akan tetapi belum 

rutin dibuat setiap bulan, 

Lapaoran Triwulan I Tahun 

2022 belum dan Tahunan untuk 

Tahun 2021 belum dibuat. 

 

REKOMENDASI 

• Petugas harus membuat laporan 

setiap bulan kepada PPID dan 

PPID harus membuat laporan 

setiap triwulan serta Pimpinan 

harus membuat laporan 

tahunan untuk Tahun 2021. 

 

• Sudah 

ditindaklanjuti 

laporan triwulan I 

2022 

 

2 Status 

SUDAH 

Target 

Penyelesaian 

2022-06-24 

Tanggal 

KONDISI 

• Pada ruang PTSP belum ada 

nama pos layanan seperti : 

Layanan Permohonan Informasi, 

Layanan Pendaftaran Perkara, 

Layanan Pembayaran, Layanan 

• Sudah dilaksanakan 

namun dengan 

inovasi yakni 

dengan sistem loket 

dan one stop service 

 



Penyelesaian 

 

Penyerahan Produk Pengadilan, 

Layanan Pengaduan. 

 

REKOMENDASI 

• Sekretaris dan Panitera harus 

membuat nama layanan PTSP 

sesuai dengan Surat Keputusan 

Dirjen Badilan Nomor 

1403.b/DJA/SK/OT.01.3/8/20

18. 

 

3 Status 

SUDAH 

Target 

Penyelesaian 

2022-06-24 

Tanggal 

Penyelesaian 

 

KONDISI 

• Audio Anti Gratifikasi ( 

Pengumuman tentang anti 

gratifikasi ) yang dapat didengar 

oleh seluruh ersonil yang datang 

ke Pengadilan belum 

diumumkan secara kontinue 

setiap 1 x 2 jam. 

 

REKOMENDASI 

• Petugas/Admin harus kontinue 

mengaktifkan pengumuman 

audia anti gratifikasi setiap hari 

kerja 

 

• Sudah diaktifkan 

setiap hari kerja 1x 

2 jam 

 

4 Status 

SUDAH 

Target 

Penyelesaian 

2022-06-24 

Tanggal 

Penyelesaian 

 

KONDISI 

• Pada ruang PTSP belum ada 

Informasi dalam bentuk banner 

atau sejenisnya tentang Jenis 

dan Tarif PNBP pada Pengadilan 

Agama Koto Baru sesuai dengan 

SK Ketua.; 

 

REKOMENDASI 

• Penyajian Informasi tentang 

Jenis dan Tarif PNBP harus 

dibuat dan dipajangkan pada 

tempat pelayanan public seperti 

pada ruang PTSP. 

 

• Sudah ada 

perbaikan Informasi 

PNBP 

 

5 Status 

SUDAH 

Target 

Penyelesaian 

2022-06-24 

Tanggal 

Penyelesaian 

 

KONDISI 

• Pembatas kaca PTSP kurang 

tinggi. 

 

REKOMENDASI 

• Agar pembatas PTSP lebih 

ditinggikan. 

• sudah ditindak 

lanjuti, pembatas 

PTSP telah 

ditinggikan 

 



 

6 Status 

SUDAH 

Target 

Penyelesaian 

2022-06-24 

Tanggal 

Penyelesaian 

 

KONDISI 

• Bacaan diruang tunggu sidang 

tidak ada. 

 

REKOMENDASI 

• Agar disediakan bahan bacaan 

di ruang tunggu sidang. 

 

• Sudah ditindak 

lanjuti, bacaa buku 

telah tersedia 

 

7 Status 

SUDAH 

Target 

Penyelesaian 

2022-06-24 

Tanggal 

Penyelesaian 

 

KONDISI 

• Tidak ada sendal jepit di 

mushalla. 

 

REKOMENDASI 

• Agar disediakan sendal jepit di 

mushalla. 

 

• Sudah 

ditindaklanjuti , 

sudah disediakan 

sendal jepit 

 

  
 Koto Baru, 24 Juni 2022 

 
 
 
 
 
 

RINA EKA FATMA, S.H.I., M.Ag. 
NIP. 198104222007042001 

 













 







 
 
 
 

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA KOTO BARU 
NOMOR  : W3-A11/1194/PL.03/VI/2022 

TENTANG 
PEMBENTUKAN PANITIA PEMUSNAHAN DAN PENGHAPUSAN ARSIP PERKARA 

PADA PENGADILAN AGAMA KOTO BARU 
TAHUN 2022 

 
KETUA PENGADILAN AGAMA KOTO BARU 

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka Pelaksanaan pemusnahan dan penghapusan Arsip 
Perkara pada Pengadilan Agama Koto Baru perlu  dibentuk Panitia 
Pemusnahan dan Penghapusan arsip perkara; 

b. Bahwa nama-nama yang tercantum dalam lampiran Keputusan ini dianggap 
mampu dan memenuhi persyaratan ditunjuk sebagai Panitia Pemusnahan 
dan Penghapusan arsip perkara di Pengadilan Agama Koto Baru; 

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 3 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas 
Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung; 

2. Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman; 
3. Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas 

Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama; 
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2005 tentang 

Sekretariat Mahkamah Agung; 
5. Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 37 tahun 2016 tentang Pedoman 

Penyusutan Arsip; 

MEMUTUSKAN 

Menetapkan :  

Pertama : Pembentukan Panitia Pemusnahan dan Penghapusan Arsip Perkara pada 
Pengadilan Agama Koto Baru sebagaimana daftar terlampir; 

Kedua : Tugas Panitia Pemusnahan dan Penghapusan Arsip Perkara: 
1. Menginventarisir Arsip Perkara yang diusulkan untuk dimusnahkan dan 

dihapus serta mempersiapkan kelengkapan dokumen persyaratan dan 
Pemusnahan Arsip Perkara; 

2. Meneliti, memeriksa, dan menilai kondisi serta kegunaan arsip perkara yang 
akan dimusnahkan; 

3. Menghubungi instansi terkait yang berhubungan dengan arsip perkara yang 
akan dimusnahkan dan dihapus (bila ada); 

4. Membuat berita acara hasil penilaian/ inventarisir arsip perkara yang akan 
dimusnahkan dan dihapuskan; 

Ketiga : Melaporkan hasil pelaksanaan tugas dimaksud diatas kepada Ketua Pengadilan 
Agama Koto Baru; 

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa 
apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam putusan ini akan diadakan 
pembetulan seperlunya; 

 

      Ditetapkan di   : Kabupaten Solok 
      Pada tanggal  : 23 Juni 2022 

     Ketua Pengadilan Agama Koto Baru, 
 
 
 
 
 
     Rina Eka Fatma, S.H.I., M.Ag. 
     NIP. 19810422 200704 2 001 
 
 



Lampiran Keputusan Ketua Pengadilan Agama Koto Baru 
Nomor : W3-A11/1194/PL.03/VI/2022 
Tanggal : 23 Juni 2022 
 

TENTANG 
PEMBENTUKAN PANITIA PEMUSNAHAN DAN PENGHAPUSAN ARSIP PERKARA 

PADA PENGADILAN AGAMA KOTO BARU 
TAHUN 2022 

 
No. Nama / NIP Pangkat / 

Golongan 
Jabatan Kedinasan Jabatan dalam 

Kepanitiaan 
1. Dra. Nila Novita, S.H Penata Tk.I  

III/d 
Panitera Ketua 

2. Embrizal, S.H.I Penata  
III/c 

Panitera Muda 
Hukum 

Sekretaris 

3. Hj. Refti Desfita, S.Ag., S.H Penata Tk.I  
III/d 

Panitera Muda 
Gugatan 

Anggota 

4. Prima Yenni, S.H Penata Muda Tk.I  
III/b 

Panitera Muda 
Permohonan 

Anggota 

5. Rahmat Hidayat, S.Th.I., S.H Penata  
III/c 

Analis Perkara 
Peradilan 

Anggota 

6.  Izzuddin, S.H.I Penata Muda Tk.I  
III/b 

Juru Sita Anggota 

7.  Zulyarni, S.H Penata Muda Tk.I  
III/b 

Juru Sita Pengganti Anggota 

 
Ketua Pengadilan Agama Koto Baru, 
 
 
 
 
 
Rina Eka Fatma, S.H.I., M.Ag. 
NIP. 19810422 200704 2 001 

 





















































 



 



 

 

 



























 

 
 

 

 

PENGADILAN AGAMA KOTO BARU 

Jln. Lintas Solok-Padang KM 18 Pasar Usang Koto Gadang Guguak 
Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok Sumatera Barat 

Tlp. (0755)31124-31172 Fax (0755)31046 
Website :www.pa-kotobaru.go.id/ email : pa.kotobaru@pta-padang.go.id 

 

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR 

PENGUSULAN KENAIKAN PANGKAT 

Nomor   SOP/AS/09 

Tanggal Pembuatan   20/6/2022 

Tanggal Revisi   - 

Tanggal Efektif   20/6/2022 

Disahkan oleh   Ketua Pengadilan Agama Koto Baru 

 
 

 

 

 

 

Rina Eka Fatma, S.H.I., M.Ag. 

  NIP. 19810422 200704 2 001 
 

DOKUMEN MASTER 
: 

 
 

DOKUMEN TERKENDALI :   NO. SALINAN : 002 

DOKUMEN TIDAK TERKENDALI :   

DOKUMEN KADALUARSA :   

Dokumen ini adalah milik Pengadilan Agama Koto Baru 
Dilarang menggandakan sebagian maupun secara keseluruhan dengan cara apapun 

Tanpa seijin PENGADILAN AGAMA KOTO BARU 

DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA 

1. Undang-undang No. 8 tahun 1974 jo Undang-undang 
No. 43 Tahun 1999 tentang pokok-pokok 
kepegawaian 

1. S-1 

2. 
PP No. 99 tahun 2000 jo PP No. 12 Tahun 2002 tentang 
Kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil  

3. 
PP No. 9 Tahun 2003 tentang wewenang pengangkatan, 
pemindahan dan pemberhentian PNS  

4. 
kep. Ka. BKN No. 12 Tahun 2001 tanggal 17 juni 2002 
tentang ketentuan pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 
99 Tahun 2000 tentang kenaikan pangkat PNs jo PP No. 
12  Tahun 2002 

 

5 Kep. Ka. BKN No. 13 tahun 2003 tanggal 21 april 2003 

tentang petunjuk teknis pelaksanaan PP No. 9 Tahun 2003 

tentang wewenang pengangkatan, pemindahan dan 

pemberhentian PNS 
 

KETERKAITAN PERALATAN/PERLENGAPAN 

1.   SOP Pengelolaan Data Pegawai - Komputer / Laptop  

- ATK  

- Dokumen Kepegawaian 
- SIKEP (system informasi kepegawaian) 

- EDOK (elektronikDokumen 

2 SOP Pembuat Daftar Gaji 

3. SOP Arsip Pegawai 

PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN 

 

1 

Keterlambatan penerbitan SK Kenaikan Pangkat 
menghambat hak kesejahteraan PNS aparat peradilan 
yang dapat mengakibatkan menurunkan kinerja aparat 
peradilan. 

Buku kendali 

 

 

 

 



PROSEDUR PENGELOLAAN KENAIKAN PANGKAT 

 

       
No. 

Aktivitas 

PELAKSANA MUTU BAKU KET 

Kasub 
Kepegawai

an 

Sekret
aris 

Panit
era 

Ketua 

Kasu
b 

Umu
m 

Baperjak
at 

PTA / 
Dirjen 

Badilag / 
Sekretari

s MA / 
BUA 

Persyaratan / 
Perlengkapan 

Waktu Output 

 

1 
Menerima 
usulan kenaikan 
pangkat 

  

            

- DP3 2 Tahun 
terakhir 
- SK PNS Awal 
danTerakhir 

30 Menit 
Dicatatnya dalam buku 
kegiatan 

 

2 
Meneliti 
kelengkapan 
berkas 

  

        

  

  

 DP3 2 Tahun  

Terakhir 

 SK PNS Awal  

dan Terakhir                     

 Cek List 

30 Menit 
Dibuatnya Cek List 
kelengkapan berkas 

 

3 

Mempertimbang
kan usulan 
kenaikan 
pangkat 

  

  

  

  

    

  

Berkas Usulan 30 Menit 
Ditandatangani rekomendasi 
memenuhi syarat atau tidak 

 

4 
Mempersiapkan
usulan 

  

            

- Berkas                      
- Komputer                  
- ATK 

1 Jam Dibuatnya konsep usulan 
 

5 
Memeriksa 
kelengkapan 
usulan 

    

  

  

      

Berkas Usulan 30 Menit Diparafnya konsep usulan 

 

6 

Mempersiapkan
pengiriman 
berkas / 
pengarsipan       

  

      

Berkas Usulan 30 Menit 
Ditandatanganinya atau 
ditolaknya usul kenaikan 
pangkat 

 

7 
Menginput E doc 
Pada Aplikasi 
SIUPIK     

  

        

Berkas Usulan 1 Jam 
Dijilidnya berkas usulan atau 
diarsipkan 

 



9 

Menerima, 
memeriksa dan 
mempertimbang
kan usul 
kenaikan 
pangkat 

      

    

  

   Agenda surat 

keluar                                      

 Biaya 

pengiriman                    

 Bukti 

Pengiriman 

1 Jam 
Dicatatnya dalam agenda 
surat keluar dan dibuatnya 
bukti pengiriman 

 

10 
Menerima SK 
Kenaikan 
Pangkat 

        

  

  

  

Berkas Usulan   

Dikirimkannya berkas usulan 
ke Pengadilan Tinggi Agama 
Padang 
 

 

11 
Mengupdate 
Aplikasi 
Kepegawaian 

      

    

    

- Berkas                           
- Agenda Surat 
Masuk                         
- Kartu Kendali 

15 Menit 
Diterimanya SK kenaikan 
pangkat atau SK penolakan  

 

12 
Input E doc  KP 
Pada Sikep 

    

    

      

- Berkas                           
- Lembar 
Disposisi 

15 Menit 
Ditandatanganinya Disposisi 
tindak lanjut 
 

 

13 
Input E doc  KP 
Pada Simpeg 
ABS 

      

        

- Berkas                           
- Lembar 
Disposisi 

15 Menit 
Ditandatanganinya Disposisi 
tindak lanjut 

 

14 
Mengarsipakan 
Dokumen 

    

          

- Berkas                           
- Lembar 
Disposisi 

15 Menit 
Ditandatanganinya Disposisi 
tindak lanjut 
 

 

15 
Mendistribusikan 
SK Pangkat 

  

            

- SK Kenaikan 
Pangkat                        
- Lembar 
Disposisi 
- Agenda Surat 
Masuk 

15 Menit 
Ditempatkannya SK di Folder 
dan dicatatnya ke dalam surat 
masuk kepegawaian 

 

Waktu yang diperlukan :  6 jam 45 menit 

 

 

 



 



 

SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA KOTO BARU 

NOMOR W3-A11/1090/OT.01.3/IV/2022 

 

TENTANG 

PEMBENTUKAN TIM PENGENDALIAN GRATIFIKASI 

PENGADILAN AGAMA KOTO BARU TAHUN 2022 

 

KETUA PENGADILAN AGAMA KOTO BARU 

 

Menimbang  : a. Bahwa setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau 

penyelenggara negara merupakan pemberian suap apabila 

berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan 

dengan kewajiban atau tugasnya; 

b. Bahwa adanya salah seorang anggota dalam Tim yang 

memasuki Masa Pensiun, maka perlu dibentuk Tim yang 

baru; 

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a dan b, dipandang perlu untuk membentuk Tim 

Pengendalian Gratifikasi di Pengadilan Agama Koto Baru. 

 

Mengingat  : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari 

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; 

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan 

Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; 

3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan 

Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang 

Mahkamah Agung; 

4. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan 

Kehakiman; 

 

 



 

 

 

 

5. Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua 

Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang 

Peradilan Agama; 

 

MEMUTUSKAN 

 

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA KOTO BARU 

TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGENDALIAN 

GRATIFIKASI DI PENGADILAN AGAMA KOTO BARU TAHUN 

2022; 

PERTAMA 

 

 

 

KEDUA 

 

 

KETIGA 

: 

 

 

 

: 

 

 

: 

Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Koto 

Baru Nomor W3-A11/1090/OT.01.3/IV/2022 tanggal 3 Januari 

2022 tentang Pembentukan Tim Pengendalian Gratifikasi di 

Pengadilan Agama Koto Baru; 

Membentuk Tim Pengendalian Gratifikasi di Pengadilan Agama 

Koto Baru dengan susunan sebagaimana tercantum dalam 

Lampiran; 

Tim Pengendalian Gratifikasi di Pengadilan Agama Koto Baru 

bertugas 

  

 

a. mensosialisasikan definisi, bentuk, jenis dan sumber 

terjadinya gratifikasi kepada seluruh aparatur Pengadilan 

Agama Koto Baru; 

b. mencegah adanya gratifikasi sesuai dengan penjelasan 

Pasal 12B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, yaitu 

pemberian dalam arti luas yang meliputi pemberian uang, 

barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket 

perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, 

pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya;  

c. mendorong pelaporan gratifikasi kepada penegak hukum 

sebagai upaya pencegahan terhadap terjadinya suap; 

d. melakukan evaluasi secara berkala, minimal setiap 6 (enam) 

bulan. 

 



 

 

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pengendalian Gratifikasi di 

Pengadilan Agama Koto Baru bertanggung jawab kepada 

Ketua Pengadilan Agama Koto Baru. 

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan jika terdapat 

kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya. 

 

 

Ditetapkan di  : Koto Baru 
Pada tanggal  : 01 April 2022  
Ketua,  

 

 

RINA EKA FATMA, S.H.I., M.Ag.. 
       NIP. 19810422 200704 2 001 

 

 

Tembusan: 

1. Yth. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang; 

  



 

Lampiran I Keputusan Ketua Pengadilan Agama Koto Baru 
Nomor : W3-A11/1090/OT.01.3/IV/2022 
Tanggal       : 01 April 2022 

 

SUSUNAN TIM PENGENDALIAN GRATIFIKASI 

DI PENGADILAN AGAMA KOTO BARU TAHUN 2022 

NO NAMA 
JABATAN 

Tugas 
KEDINASAN TIM 

1 Rina Eka Fatma, S.H.I., M.Ag. Ketua Pembina 

Membina dan 

menerima hasil 

terhadap jalannya 

pengendalian 

gratifikasi serta 

melakukan evaluasi 

Kinerja 

2 Asyrof Syarifuddin, S.H.I. Wakil Ketua Pengarah 

Mengarahkan 

jalannya 

pengendalian 

gratifikasi serta 

melakukan evaluasi 

Kinerja 

4 Alimahaini, S.H.I. Hakim 

Ketua 

Tim 

 

Merumuskan 

kegiatan dan 

Melakukan 

Koordinasi serta 

melaporkan 

kegiatan  

5 Paisul Batubara, S.Ag. Sekretaris Sekretaris 

Merancang program 

serta menggerakkan 

serta 

mendokumentasikan 

kegiatan 

6 Miftah Hurrahmah, S.H.I. Hakim 

Anggota 

 

 

 

mensosialisasikan 

definisi, bentuk, 

7 Azimar Syamsi, S.H.I. Hakim 

8 Asmeilia, S.H.I. Hakim 

9 Yulis Edward, S.H.I. Hakim 



10 Dra. Nila Novita, S.H. Panitera jenis dan sumber 

terjadinya gratifikasi 

kepada seluruh 

aparatur Pengadilan 

Agama Koto Baru 

dan 

Berperan aktif dalam 

melaksanakan 

kegiatan dalam 

meningkatkan 

kinerja serta 

mengumpulkan data 

serta bahan dalam 

kegiatan 

pengendalian 

gratifikasi 

11 Hj. Refti Desfita, S.Ag., S.H. 
Panmud 

Gugatan 

12 Prima Yenni, S.H. 
Panmud 

Permohonan 

13 Embrizal, S.H.I. 
Panmud 

Hukum 

14 Fauzan Putra, S. Kom 

Kasubbag 

Perencanaan, 

TI dan 

Pelaporan 

15 

Hasnur Rafiq, S.Kom. Kasubbag 

Umum dan 

Keuangan 

 

Ketua,  

 

 

RINA EKA FATMA, S.H.I., M.Ag. 
NIP. 19810422 200704 2 001 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Lampiran II Keputusan Ketua Pengadilan Agama Koto Baru 

Nomor : W3-A11/1090/OT.01.3/IV/2022 

Tanggal        : 01 April 2022 

 

 

STRUKTUR  TIM PENGENDALIAN GRATIFIKASI 

DI PENGADILAN AGAMA KOTO BARU 2022 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ketua,  

 

 

Rina Eka Fatma, S.H.I., M.Ag. 
NIP. 190422 200704 2 001 

 

Rina Eka Fatma, S.H.I., M.Ag. 
Pembina 

Alimahaini, S.H.I 
Ketua Tim 

Paisul Batubara, S.Ag. 

Sekretaris 

Azimar Syamsi, S.H.I 
Anggota 

Miftah Hurrahmah, S.H.I 
Anggota 

Asmeilia, S.H.I 
Anggota 

Dra. Nila Novita, SH 
Anggota 

Embrizal, S.H.I. 
Anggota 

Hj. Refti Desfita, S.H 
Anggota 

Prima Yenni, S.H 
Anggota 

Hasnur Rafiq, S.Kom. 
Anggota 

Fauzan Putra, S. Kom 
Anggota 

Asyrof Syarifuddin, S.H.I.,  
Pembina 

Yulis Edward, S.H.I 
Anggota 



 

 
 

SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA KOTO BARU 
NOMOR: W3-A11/1087/KP.02.1/IV/2022 

 
TENTANG 

PEMBENTUKAN TIM BADAN PERTIMBANGAN JABATAN DAN KEPANGKATAN 
(BAPERJAKAT)  

PADA PENGADILAN AGAMA KOTO BARU TAHUN 2022 
 

KETUA PENGADILAN AGAMA KOTO BARU 
Menimbang : a. Bahwa untuk menjamin keobjektifitasan dalam 

pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian 
Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam pangkat dan 
penunjukan diklat struktural perlu dibentuk Tim Badan 
Pertimbangan Jabatan Dan Kepangkatan 
(BAPERJAKAT) Pengadilan Agama Koto Baru sesuai 
dengan KMA 350 Tahun 1998; 

b. Bahwa Menetapkan kembali susunan dari Tim Badan 
Pertimbangan Jabatan Dan Kepangkatan 
(BAPERJAKAT) Pengadilan Agama Koto Baru 
dikarenakan adanya Pensiun salah seorang dalam Tim 
Badan Pertimbangan Jabatan Dan Kepangkatan 
(BAPERJAKAT) Pengadilan Agama Koto Baru; 

c. Bahwa para pejabat yang namanya tersebut dalam 
lampiran Surat Keputusan ini dipandang cakap 
memenuhi syarat untuk diangkat sebagai personalia 
Tim Badan Pertimbangan Jabatan Dan Kepangkatan 
(BAPERJAKAT) pada Pengadilan Agama Koto Baru; 

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 jo Undang-
undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-pokok 
Kepegawaian; 

2. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang 
perubahan kedua Mahkamah Agung; 

3. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang 
Kekuasaan Kehakiman; 

4. Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang 
perubahan kedua Undang Undang no 7 tahun 1989; 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1975 jo 
Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1991 tentang 
Wewenang Pengangkatan,Pemindahan dan 
Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil; 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1994 tentang 
Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri 
Sipil; 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1994 jo 
Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 1998 tentang 
Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan 



Struktural; 
8. Kepres Nomor 9 Tahun 1985 jo Nomor 58 Tahun 1998 

tentang Jenjang Pangkat dan Tunjangan Jabatan 
Struktural; 

9. Perma nomor 7 tahun 2015 tentang Organisasi dan 
Tata kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan; 

10. Keputusan Sekretaris MA Nomor 1 tahun 2019 tentang 
Pola Promosi dan Mutasi pada Kesekretariatan; 

 
 
 

M E M U T U S K A N 
 

Menetapkan : PEMBENTUKAN TIM BADAN PERTIMBANGAN 
JABATAN DAN KEPANGKATAN (BAPERJAKAT) PADA 
PENGADILAN AGAMA KOTO BARU PADA TAHUN 2022 

Pertama : Menunjuk para pejabat yang namanya tersebut dalam 
lampiran 1 Surat Keputusan ini sebagai personalia Tim 
Badan Pertimbangan Jabatan Dan Kepangkatan 
(BAPERJAKAT) pada Pengadilan Agama Koto Baru dengan 
tugas; 
1. Melaksanakan sidang-sidang Baperjakat. 

2. Melakukan inventarisasi jabatan yang kosong. 

3. Memberikan masukan dan pertimbangan kepada Ketua 

dalam pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian 

dalam dan dari jabatan. 

4. Memberikan masukan dan pertimbangan kepada Ketua 

dalam usulan kenaikan pangkat pilihan bagi pegawai 

yang menduduki jabatan struktural. 

Kedua : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan 

dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan 

diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya. 

Ditetapkan di        : Koto Baru 

Pada tanggal        : 01 April 2022                                                  

KETUA, 

 

 

 

 

RINA EKA FATMA, S.H.I., M.Ag. 

NIP. 19810422 200704 2 001 
 
Tembusan : 

1. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang 



LAMPIRAN   : Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Koto Baru 
Nomor   : W3-A11/1087/KP.02.1/IV/2022 
Tanggal  : 01 April 2022 
Tentang : Pembentukan Tim Badan Pertimbangan Jabatan Dan Kepangkatan (BAPERJAKAT)  

  Pada Pengadilan Agama Koto Baru Tahun 2022 

NO NAMA/NIP PANGKAT/GOL 
JABATAN 

DALAM BAPERJAKAT DALAM DINAS TUGAS 

1 2 3 4 5 6 

1 
 

Asyrof Syarifuddin, S.H.I. 
 

Penata TK. I/III.d 
 

Ketua/Anggota 
 

Wakil Ketua 
 

- Melaksanakan sidang-
sidang Baperjakat. 

2 
 
 

Hasnur Rafiq, S.Kom. 
 
 

Penata Muda Tk I /III.b 
 
Penata Muda /III.a 

Sekretaris 
 
 

Plt. Kasubag. 
Kepegawaian, 
Organisasi dan 
Tatalaksana  

- Melakukan 
inventarisasi jabatan 
yang kosong. 

3 
 

4 
 

5 
 

6 

Alimahaini, S.H.I. 
 
Yulis Edward, S.H.I. 
 
Dra. Nila Novita, S.H. 
 
Paisul Batubara, S.Ag. 
 

 
Penata Muda /III.a 
 
Penata Tk I/ III.d 
 
Penata Tk I/III.d 
 

Anggota 
 

Anggota 
 

Anggota 
 

Anggota 
 

 
Hakim 
 
Hakim 
 
Panitera 
 
Sekretaris 

- Memberikan masukan 
dan pertimbangan 
kepada Ketua dalam 
pengangkatan, 
pemindahan dan 
pemberhentian dalam 
dan dari jabatan. 

- Memberikan masukan 
dan pertimbangan 
kepada Ketua dalam 
usulan kenaikan 
pangkat pilihan bagi 
pegawai yang 
menduduki jabatan 
struktural. 

Mengetahui 

Ketua, 

 

 

  RINA EKA FATMA, S.H.I., M.Ag. 

NIP : 19810422 200704 2 001   



 

 
SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA KOTO BARU 
NOMOR    : W3-A11/1087/KP.02.1/IV/2022 
TENTANG  : PENUNJUKAN  TIM BADAN PERTIMBANGAN JABATAN DAN KEPANGKATAN (BAPERJAKAT) 

  PADA PENGADILAN AGAMA KOTO BARU TAHUN 2022 
  
 

STRUKTUR TIM BADAN PERTIMBANGAN JABATAN DAN KEPANGKATAN (BAPERJAKAT) 
PENGADILAN AGAMA KOTO BARU TAHUN 2022 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
  
 
                    Ditetapkan di   : Koto Baru 
                                  Pada tanggal    : 01 April 2022 

         Ketua, 

 

 

   RINA EKA FATMA, S.H.I., M.Ag. 

NIP : 19810422 200704 2 001 

Asyrof Syarifuddin, S.H.I. 
Ketua Tim/Anggota 

Hasnur Rafiq, S.Kom. 

Sekretaris 

Dra. Nilla Novita, S.H. 

Anggota 

Alimahaini, S.H.I. 

Anggota 

Paisul Batubara, S.Ag. 

Anggota 

Yulis Edward, S.H.I. 

Anggota 



 
 
 
 

SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA KOTO BARU 
Nomor : W3-A11/1088/KP.04.6/IV/2022 

 
TENTANG 

 
PENUNJUKAN  TIM PENGAWAS DISIPLIN TERHADAP PELAKSANAAN 
KEPUTUSANKETUA MAHKAMAH AGUNG RI TENTANG KETENTUAN 

PEMBERIAN TUNJANGAN KHUSUS KINERJA PEGAWAI NEGERI  
PADA  PENGADILAN AGAMA KOTO BARU TAHUN 2022 

 
KETUA PENGADILAN AGAMA KOTO BARU 

 
Menimbang 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mengingat 

: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

: 

a. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. 

 

c. 

 

 

1. 

 

2. 

 

 

 

3. 

 

 

4. 

 

 

 

 

Bahwa  dengan ditetapkannya Keputusan Ketua Mahkamah 

Agung  Republik Indonesia Nomor: 071/KMA/SK/V/2008, 

tanggal 14 Mei 2008, tentang Ketentuan Penegakan Disiplin 

Kerja Dalam Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Khusus 

Kinerja Pegawai Negeri pada Mahkamah Agung RI dan Badan 

Peradilan  yang berada di bawahnya dan Surat Keputusan 

Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor: 035/SK/IX/2008 

tanggal 1 September 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaannya, 

maka untuk terlaksananya hal tersebut perlu ditunjuk Tim 

pengawas; 

Bahwa dikarenakan adanya salah seorang dari Tim memasuki 

masa Pensiun, maka perlu dibentuk Tim yang baru; 

Pejabat yang tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini 

dipandang cakap dan mampu untuk diangkat sebagai Tim 

Pengawas; 

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 

1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil; 

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor: 19 Tahun 

2008 tentang  Tunjangan Khusus Kinerja Hakim dan Pegawai 

Negeri di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan 

yang berada di bawahnya; 

Keputusan Ketua Mahkamah Agung  Nomor RI 

:070/KM/SK/V/2008 tentang Tunjangan Khusus Kinerja 

Pegawai Negeri di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan 

Badan Peradilan yang berada dibawahnya; 

Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia  

Nomor: 071/KMA/SK/V/2008, tentang Ketentuan Penegakan 

Disiplin Kerja Dalam Pelaksanaan Pemberian Tunjangan 

Khusus Kinerja Hakim dan Pegawai Negeri pada Mahkamah 

Agung RI dan Badan Peradilan  yang berada di bawahnya; 



5. 

 
 
6. 
 
 
 
 

7. 

Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik 

Indonesia  Nomor: 035/SK/IX/2008, tentang Petunjuk 

Pelaksanaan KMA Nomor: 071/KMA/SK/V/2008; 

Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik 

Indonesia  Nomor: 069/KMA/SK/V/2009, perubahan pertama 

Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia  

Nomor: 071/KMA/SK/V/2008, tentang Ketentuan  Penegakan 

Disiplin Kerja Dalam Pelaksanaan Pemberian Tunjangan 

Khusus Kinerja Hakim dan Pegawai Negeri Pada Mahkamah 

Agung RI dan Badan Peradilan  yang berada dibawahnya; 

Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 

:177/KMA/SK/XII/2015 tanggal 28 Desember 2015 tentang 

Tunjangan Khusus Kinerja Pegawai Negeri di Lingkungan 

Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada 

dibawahnya; 

 

MEMUTUSKAN  
 

Menetapkan : PENUNJUKAN  TIM PENGAWAS DISIPLIN TERHADAP 
PELAKSANAAN KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG RI 
TENTANG KETENTUAN PEMBERIAN TUNJANGAN KHUSUS 
KINERJA PEGAWAI NEGERI PADA  PENGADILAN AGAMA 
KOTO BARU TAHUN 2022 

Pertama :  Menunjuk Tim Pengawas Disiplin Terhadap Pelaksanaan 

Keputusan Ketua Mahkamah Agung Tentang Ketentuan Pemberian 

Tunjangan Khusus Kinerja Pegawai Negeri Pada  Pengadilan 

Agama Koto Baru Tahun 2022 sebagai berikut;  

       

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Kedua  :   Tugas Tim Pengawas dimaksud adalah sebagai berikut: 

a. Penunjukan  pengawasan terhadap pelaksanaan Keputusan 

Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 071/KMA/SK/V/2008; 

b. Memberikan rekomendasi kepada Pejabat penanggung jawab 

absensi mengenai jenis sanksi yang akan diberikan terhadap 

No Nama Jabatan Tugas 

1.  

 

2.  

 

3. 

 

 

4. 

Asyrof Syarifuddin, S.H.I. 

NIP. 19800627 200904 1 006 

Paisul Batubara,S.Ag. 

NIP.19770815 200112 1 004 

Dra. Nila Novita, S.H. 

NIP. 19671105 199303 2 002 

 

Hasnur Rafiq, S.Kom. 

NIP. 19880618 201503 1 001 

Ketua Tim 
/Anggota 

 
Sekretaris

/Anggota 

 

Anggota 

 

Anggota 

 

Menunjuk Petugas dan 
mengkoordinir absen 
 
Memberikan 
rekomendasi kepada 
Pejabat penanggung 
jawab absensi mengenai 
jenis sanksi 
 
Melakukan monitoring 
absensi 



masing-masing Pegawai  Pengadilan Agama Koto Baru yang 

melakukan pelanggaran terhadap Keputusan Ketua Mahkamah 

Agung RI Nomor: 071/KMA/SK/V/2008;         

 
                                                                     
   

Ditetapkan di : Koto Baru 
           Pada tanggal     : 01 April 2022 

Ketua, 
 

 
 
 

RINA EKA FATMA, S.H.I., M.Ag. 
NIP : 19810422 200704 2 001 

  
Tembusan : 
-  Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ketiga 

 

 

Keempat 

 : 

 

  

: 

Dalam melaksanakan  tugas pengawasan ini, Tim yang telah 

ditunjuk   bertanggung jawab dan harus melaporkan pelaksanaan 

tugasnya kepada Ketua Pengadilan Agama Koto Baru 

 

Surat Keputusan  ini  mulai   berlaku  sejak   tanggal ditetapkan dan 

apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat 

Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. 



 

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA KOTO BARU 

NOMOR : Nomor : W3-A11/1088/KP.04.6/IV/2022 

TANGGAL : 01 April 2022 

 

STRUKTUR  TIM PENGAWAS DISIPLIN TERHADAP PELAKSANAAN 
KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG RI TENTANG KETENTUAN 

PEMBERIAN TUNJANGAN KHUSUS KINERJA PEGAWAI NEGERI  
PADA  PENGADILAN AGAMA KOTO BARU TAHUN 2022 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ketua, 
 

 
 

RINA EKA FATMA, S.H.I., M.Ag. 
       NIP : 19810422 200704 2 001 

Asyrof Syarifuddin, S.H.I. 

Ketua Tim 

Paisul Batubara, S.Ag. 

Sekretaris/Anggota 

Hasnur Rafiq, S.Kom. 

Anggota 

Dra. Nila Novita, S.H. 

Anggota 



 

 

SURAT KEPUTUSAN 

KETUA PENGADILAN AGAMA KOTO BARU 

NOMOR : W3-A11/1089/PS.00/SK/IV/2022 

TENTANG 

PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS 
PENGADILAN AGAMA KOTO BARU TAHUN 2022 

 

KETUA PENGADILAN AGAMA KOTO BARU 

Menimbang : a. bahwa sebagai upaya percepatan pembangunan Zona 

Integritas di Lingkungan Pengadilan Agama Koto Baru 

diperlukan dukungan dari segenap jajaran Pengadilan 

Agama Koto Baru untuk mewujudkan Wilayah Bebas 

Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;  

  b. bahwa adanya perubahan anggota dalam Tim karena 

salah seorang anggota Tim memasuki masa pensiun, 

maka perlu disusun keanggotaan tim yang baru; 

  c. 

 

Bahwa ditetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Agama 

Koto Baru tentang  Tim Pembangunan Zona Integritas 

Pengadilan Agama Koto Baru; 

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang 

Kekuasaan Kehakiman; 

  2. Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang 

Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 7 tahun 

1989 tentang Peradilan Agama; 

  3. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI nomor : 

194A/KMA/SK/XI/2014 tentang Pembentukan Tim 

Pembangunan Zona Integritas Mahkamah Agung R.I.; 

  4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 52 tahun 2014 tentang 

Pedoman Pembangunan Zona Integritas menuju 

Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih  

dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah; 

  5. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI nomor : 

59A/Sek/SK/11/2014 tentang Pedoman Penanganan 

Benturan Kepentingan di Lingkungan Mahkamah Agung 

dan Peradilan di Bawahnya;  

 



Ditetapkan di   : Koto Baru 
Pada Tanggal : 01 April 2022 
Ketua, 

 
 

 
RINA EKA FATMA, S.H.I., M.Ag. 
NIP : 19810422 200704 2 001 

Tembusan: 

1. Yth. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang 

M E M U T U S K A N 

MENETAPKAN  : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA KOTO BARU 
TENTANG TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS 
PENGADILAN AGAMA KOTO BARU TAHUN 2022 

PERTAMA  

 

 

 

KEDUA 

: 

 

 

 

: 

Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan gaama Koto 

Baru Nomor  W3-A11/320/PS.00/SK/IV/2022 tanggal 14 

Februari 2022 tentang Tim Pembangunan Zona Integritas 

Pengadilan Agama Koto Baru Tahun 2022; 

Membentuk Tim Pembangunan Zona Integritas dengan 

susunan keanggotaan sebagaimana terlampir. 

KETIGA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu 

adalah : 

a. Menyusun rencana kerja pembangunan Zona Integritas, 
dengan memprioritaskan pada target tujuan 
pembangunan wilayah bebas korupsi dan wilayah 
birokrasi bersih dan melayani; 

b. Memberikan dukungan pada masing-masing unit 
pelayanan untuk mewujudkan wilayah bebas korupsi dan 
wilayah birokrasi bersih dan melayani di lingkungan 
Pengadilan Agama Koto Baru; 

c. Membangun koordinasi, fasilitasi monitoring evaluasi, 
pengawasan yang efektif untuk mempercepat 
pembangunan zona integritas di lingkungan Pengadilan 
Agama Koto Baru; 

d. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Ketua 
Pengadilan Agama Koto Baru; 

KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan 

ketentuan. apabila terdapat kekeliruan akan dilakukan 

perbaikan sebagaimana mestinya. 



LAMPIRAN  I 

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA KOTO BARU 

NOMOR : W3-A11/1089/PS.00/SK/IV/2022 

TANGGAL : 01 April 2022 

SUSUNAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS 
PENGADILAN AGAMA KOTO BARU TAHUN 2022 

Penananggungjawab : Rina Eka Fatma, S.H.I., M.Ag. 
Ketua Pengadilan Agama Koto Baru  

Ketua : Asyrof Syarifuddin, S.H.I. 
Wakil Ketua Pengadilan Agama Koto Baru 
Hakim Pengadilan Agama Koto Baru 

Sekretaris I : Dra. Nila Novita, S.H. 
Panitera Pengadilan Agama Koto Baru 

Sekretaris II : Paisul Batubara, S.Ag. 
Sekretaris Pengadilan Agama Koto Baru 

No Nama Area Tugas 

I. 

1. 

2. 

3.  

Komponen Proses 

Alimahaini, S.H.I. 

Rahmat Hidayat, S.Th.I., S.H. 

Selvia, S.E. 

 

 

Koor. Area I 

Anggota 

Anggota 

 

 
a. Menyusun rencana kerja 

pembangunan Zona Integritas, 
dengan memprioritaskan pada target 
Manajemen Perubahan; 

b. Memberikan dukungan pada masing-
masing unit pelayanan untuk 
mewujudkan wilayah bebas korupsi 
dan wilayah birokrasi bersih dan 
melayani di lingkungan Pengadilan 
Agama Koto Baru wujud 
implementasi Manajemen 
Perubahan; 

c. Membangun koordinasi, fasilitasi 
monitoring evaluasi, pengawasan 
yang efektif untuk mempercepat 
pembangunan zona integritas di 
lingkungan Pengadilan Agama Koto 
Baru 

d. Melaporkan hasil pelaksanaan dari 
Manajemen Perubahan kepada 
Ketua Pengadilan Agama Koto Baru 

1. 

2. 

3. 

4. 

Prima Yenni, S.H.                                        

Zulyarni, S.H.                                               

Rendi Jopi, S.Si.                                       

Wiwianto, S.Kom. 

Koor. Area II 

Anggota 

Anggota 

Anggota 

a. Menyusun rencana kerja 
pembangunan Zona Integritas, 
dengan memprioritaskan pada 
Penataan Tatalaksana; 

b. Memberikan dukungan pada masing-
masing unit pelayanan untuk 
mewujudkan Implementasi Pada 
Penataan Tatalaksana; 



c. Membangun koordinasi, fasilitasi 
monitoring evaluasi, pengawasan 
yang efektif untuk mempercepat 
pembangunan zona integritas di 
lingkungan Pengadilan Agama Koto 
Baru 

d. Melaporkan hasil pelaksanaan 
Penataan Tatalaksana kepada Ketua 
Pengadilan Agama Koto Baru 

1. 

2. 

3. 

 

Yulis Edward, S.H.I.                                                                                 

Hasnur Rafiq, S.Kom      

Yusra, S.H.I. 

                            

Koor. Area III 

Anggota 

Anggota 

 

a. Menyusun rencana kerja 
pembangunan Zona Integritas, 
dengan memprioritaskan pada 
Penataan Sistem SDM; 

b. Memberikan dukungan pada masing-
masing unit pelayanan untuk 
mewujudkan Penataan Sistem SDM 
mewujudkan wilayah bebas korupsi 
dan wilayah birokrasi bersih dan 
melayani di lingkungan Pengadilan 
Agama Koto Baru; 

c. Membangun koordinasi, fasilitasi 
monitoring evaluasi, pengawasan 
terhadap Penataan Sistem SDM yang 
efektif untuk mempercepat 
pembangunan zona integritas di 
lingkungan Pengadilan Agama Koto 
Baru 

d. Melaporkan hasil pelaksanaan 
Penataan Sistem SDM kepada Ketua 
Pengadilan Agama Koto Baru 

1. 

2. 

3. 

 

Azimar Syamsi, S.H.I.                                                         

Fauzan Putra, S.Kom.                                 

Yama Hendra, S.H.I. 

Koor. Area IV 

Anggota 

Anggota 

 

a. Menyusun rencana kerja 
pembangunan Zona Integritas, 
dengan memprioritaskan pada target 
tujuan pembangunan wilayah bebas 
korupsi dan wilayah birokrasi bersih 
dan melayani; 

b. Memberikan dukungan pada masing-
masing unit pelayanan untuk 
mewujudkan wilayah bebas korupsi 
dan wilayah birokrasi bersih dan 
melayani di lingkungan Pengadilan 
Agama Koto Baru; 

c. Membangun koordinasi, fasilitasi 
monitoring evaluasi, pengawasan 
yang efektif untuk mempercepat 
pembangunan zona integritas di 
lingkungan Pengadilan Agama Koto 
Baru 



d. Melaporkan hasil pelaksanaan 
kegiatan kepada Ketua Pengadilan 
Agama Koto Baru 

    

1. 

2. 

3. 

Asmeilia, S.H.I                                              

Izzuddin, S.H.I.                                             

Delvianto, S.H.                                              

Koor. Area V 

Anggota 

Anggota 

Anggota 

a. Menyusun rencana kerja 
pembangunan Zona Integritas, 
dengan memprioritaskan pada target 
tujuan pembangunan wilayah bebas 
korupsi dan wilayah birokrasi bersih 
dan melayani; 

b. Memberikan dukungan pada masing-
masing unit pelayanan untuk 
mewujudkan wilayah bebas korupsi 
dan wilayah birokrasi bersih dan 
melayani di lingkungan Pengadilan 
Agama Koto Baru; 

c. Membangun koordinasi, fasilitasi 
monitoring evaluasi, pengawasan 
yang efektif untuk mempercepat 
pembangunan zona integritas di 
lingkungan Pengadilan Agama Koto 
Baru 

d. Melaporkan hasil pelaksanaan 
kegiatan kepada Ketua Pengadilan 
Agama Koto Baru 

1. 

2. 

3. 

4. 

Embrizal, S.H.I.                                          

Refti Desfita, S.Ag., S.H.                            

Bambang Dwi Asmoro, S.SI                        

Reno Hariyanto                                            

Koor. Area VI 

Anggota 

Anggota 

Anggota 

a. Menyusun rencana kerja 
pembangunan Zona Integritas, 
dengan memprioritaskan pada target 
tujuan pembangunan wilayah bebas 
korupsi dan wilayah birokrasi bersih 
dan melayani; 

b. Memberikan dukungan pada masing-
masing unit pelayanan untuk 
mewujudkan wilayah bebas korupsi 
dan wilayah birokrasi bersih dan 
melayani di lingkungan Pengadilan 
Agama Koto Baru; 

c. Membangun koordinasi, fasilitasi 
monitoring evaluasi, pengawasan 
yang efektif untuk mempercepat 
pembangunan zona integritas di 
lingkungan Pengadilan Agama Koto 
Baru 

d. Melaporkan hasil pelaksanaan 
kegiatan kepada Ketua Pengadilan 
Agama Koto Baru 

II. 

1. 

Komponen Hasil 

Miftah Hurrahmah, S.H.I. 

 

Koordinator 

a. Menyusun rencana kerja 
pembangunan Zona Integritas, 



2. 

3. 

Asyelni, S.Sy. 

Rendi Jopi, S.Si. 

 

 

Anggota 

Anggota 

 

dengan memprioritaskan pada 
Komponen Hasil; 

b. Memberikan dukungan pada masing-
masing unit pelayanan untuk 
mewujudkan Komponen Hasil Pada 
ZI Pengadilan Agama Koto Baru; 

c. Membangun koordinasi, fasilitasi 
monitoring evaluasi, pengawasan 
yang efektif untuk mempercepat 
Komponen Hasil terdata 

d. Melaporkan hasil pelaksanaan 
kegiatan kepada Ketua Pengadilan 
Agama Koto Baru 

 
 
Ditetapkan di  : Koto Baru 
Pada Tanggal : 01 April 2022 
Ketua, 

 
 
 

RINA EKA FATMA, S.H.I., M.Ag. 
NIP : 19810422 200704 2 001 

 
 
 
Tembusan: 

1. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



LAMPIRAN  II 

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA KOTO BARU 

 NOMOR   :  W3-A11/1089/PS.00/SK/IV/2022 

TANGGAL   :  01 April 2022 

STRUKTUR TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS 
PENGADILAN AGAMA KOTO BARU TAHUN 2022 

 

PENANGGUNGJAWAB 

Rina Eka Fatma, S.H.I., M.Ag. 

1. Koor. Area 1 Majemen Perubahan 

Alimahaini, S.H.I. 

KETUA TIM 

Asyrof Syarifuddin, S.H.I. 

SEKRETARIS 

1. Dra. Nila Novita, S.H. 

2. Paisul Batubara, S.Ag. 

Koor. Komponen Hasil 

Miftah Hurrahmah, S.H.I 

4. Koor. Area IV Penguatan Akuntabilitas 

Azimar Syamsi, S.H.I. 

3. Koor. Area III Penataan Sistem SDM 

Yulis Edward, S.H.I. 

 

2. Koor. Area II Penataan Tatalaksana 

Prima Yenni, S.H. 

 

5. Koor. Area V Penguatan Pengawasan 

Asmeilia, S.H.I. 

6. Koor. Area VI Peningkatan Kualitas 

Pelayanan Publik  

Embrizal., S.H.I. 



 

SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA KOTO BARU 

NOMOR W3-A11/1090/OT.01.3/IV/2022 

 

TENTANG 

PEMBENTUKAN TIM PENGENDALIAN GRATIFIKASI 

PENGADILAN AGAMA KOTO BARU TAHUN 2022 

 

KETUA PENGADILAN AGAMA KOTO BARU 

 

Menimbang  : a. Bahwa setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau 

penyelenggara negara merupakan pemberian suap apabila 

berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan 

dengan kewajiban atau tugasnya; 

b. Bahwa adanya salah seorang anggota dalam Tim yang 

memasuki Masa Pensiun, maka perlu dibentuk Tim yang 

baru; 

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a dan b, dipandang perlu untuk membentuk Tim 

Pengendalian Gratifikasi di Pengadilan Agama Koto Baru. 

 

Mengingat  : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari 

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; 

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan 

Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; 

3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan 

Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang 

Mahkamah Agung; 

4. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan 

Kehakiman; 

 

 



 

 

 

 

5. Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua 

Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang 

Peradilan Agama; 

 

MEMUTUSKAN 

 

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA KOTO BARU 

TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGENDALIAN 

GRATIFIKASI DI PENGADILAN AGAMA KOTO BARU TAHUN 

2022; 

PERTAMA 

 

 

 

KEDUA 

 

 

KETIGA 

: 

 

 

 

: 

 

 

: 

Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Koto 

Baru Nomor W3-A11/1090/OT.01.3/IV/2022 tanggal 3 Januari 

2022 tentang Pembentukan Tim Pengendalian Gratifikasi di 

Pengadilan Agama Koto Baru; 

Membentuk Tim Pengendalian Gratifikasi di Pengadilan Agama 

Koto Baru dengan susunan sebagaimana tercantum dalam 

Lampiran; 

Tim Pengendalian Gratifikasi di Pengadilan Agama Koto Baru 

bertugas 

  

 

a. mensosialisasikan definisi, bentuk, jenis dan sumber 

terjadinya gratifikasi kepada seluruh aparatur Pengadilan 

Agama Koto Baru; 

b. mencegah adanya gratifikasi sesuai dengan penjelasan 

Pasal 12B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, yaitu 

pemberian dalam arti luas yang meliputi pemberian uang, 

barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket 

perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, 

pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya;  

c. mendorong pelaporan gratifikasi kepada penegak hukum 

sebagai upaya pencegahan terhadap terjadinya suap; 

d. melakukan evaluasi secara berkala, minimal setiap 6 (enam) 

bulan. 

 



 

 

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pengendalian Gratifikasi di 

Pengadilan Agama Koto Baru bertanggung jawab kepada 

Ketua Pengadilan Agama Koto Baru. 

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan jika terdapat 

kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya. 

 

 

Ditetapkan di  : Koto Baru 
Pada tanggal  : 01 April 2022  
Ketua,  

 

 

RINA EKA FATMA, S.H.I., M.Ag.. 
       NIP. 19810422 200704 2 001 

 

 

Tembusan: 

1. Yth. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang; 

  



 

Lampiran I Keputusan Ketua Pengadilan Agama Koto Baru 
Nomor : W3-A11/1090/OT.01.3/IV/2022 
Tanggal       : 01 April 2022 

 

SUSUNAN TIM PENGENDALIAN GRATIFIKASI 

DI PENGADILAN AGAMA KOTO BARU TAHUN 2022 

NO NAMA 
JABATAN 

Tugas 
KEDINASAN TIM 

1 Rina Eka Fatma, S.H.I., M.Ag. Ketua Pembina 

Membina dan 

menerima hasil 

terhadap jalannya 

pengendalian 

gratifikasi serta 

melakukan evaluasi 

Kinerja 

2 Asyrof Syarifuddin, S.H.I. Wakil Ketua Pengarah 

Mengarahkan 

jalannya 

pengendalian 

gratifikasi serta 

melakukan evaluasi 

Kinerja 

4 Alimahaini, S.H.I. Hakim 

Ketua 

Tim 

 

Merumuskan 

kegiatan dan 

Melakukan 

Koordinasi serta 

melaporkan 

kegiatan  

5 Paisul Batubara, S.Ag. Sekretaris Sekretaris 

Merancang program 

serta menggerakkan 

serta 

mendokumentasikan 

kegiatan 

6 Miftah Hurrahmah, S.H.I. Hakim 

Anggota 

 

 

 

mensosialisasikan 

definisi, bentuk, 

7 Azimar Syamsi, S.H.I. Hakim 

8 Asmeilia, S.H.I. Hakim 

9 Yulis Edward, S.H.I. Hakim 



10 Dra. Nila Novita, S.H. Panitera jenis dan sumber 

terjadinya gratifikasi 

kepada seluruh 

aparatur Pengadilan 

Agama Koto Baru 

dan 

Berperan aktif dalam 

melaksanakan 

kegiatan dalam 

meningkatkan 

kinerja serta 

mengumpulkan data 

serta bahan dalam 

kegiatan 

pengendalian 

gratifikasi 

11 Hj. Refti Desfita, S.Ag., S.H. 
Panmud 

Gugatan 

12 Prima Yenni, S.H. 
Panmud 

Permohonan 

13 Embrizal, S.H.I. 
Panmud 

Hukum 

14 Fauzan Putra, S. Kom 

Kasubbag 

Perencanaan, 

TI dan 

Pelaporan 

15 

Hasnur Rafiq, S.Kom. Kasubbag 

Umum dan 

Keuangan 

 

Ketua,  

 

 

RINA EKA FATMA, S.H.I., M.Ag. 
NIP. 19810422 200704 2 001 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Lampiran II Keputusan Ketua Pengadilan Agama Koto Baru 

Nomor : W3-A11/1090/OT.01.3/IV/2022 

Tanggal        : 01 April 2022 

 

 

STRUKTUR  TIM PENGENDALIAN GRATIFIKASI 

DI PENGADILAN AGAMA KOTO BARU 2022 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ketua,  

 

 

Rina Eka Fatma, S.H.I., M.Ag. 
NIP. 190422 200704 2 001 

 

Rina Eka Fatma, S.H.I., M.Ag. 
Pembina 

Alimahaini, S.H.I 
Ketua Tim 

Paisul Batubara, S.Ag. 

Sekretaris 

Azimar Syamsi, S.H.I 
Anggota 

Miftah Hurrahmah, S.H.I 
Anggota 

Asmeilia, S.H.I 
Anggota 

Dra. Nila Novita, SH 
Anggota 

Embrizal, S.H.I. 
Anggota 

Hj. Refti Desfita, S.H 
Anggota 

Prima Yenni, S.H 
Anggota 

Hasnur Rafiq, S.Kom. 
Anggota 

Fauzan Putra, S. Kom 
Anggota 

Asyrof Syarifuddin, S.H.I.,  
Pembina 

Yulis Edward, S.H.I 
Anggota 



                
 
 
 

SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA KOTO BARU 
NOMOR : W3-A11/1091/KP.04.6/IV/2022 

 
TENTANG  

 
PENGELOLA MEJA INFORMASI DAN PENGADUAN 

PENGADILAN AGAMA KOTO BARU  
TAHUN 2022 

KETUA PENGADILAN AGAMA KOTO BARU 

Menimbang : a. Bahwa keterbukaan dan pelayanan Pengaduan yang efektif dan 
efesien merupakan bagian dari komitmen Pengadilan Agama 
Koto Baru dalam  melaksanakan reformasi birokrasi di 
lingkungan Mahkamah Agung RI dan empat lingkungan 
peradilan dibawahnya; 

  b. Bahwa keterbukaan dan pelayanan Pengaduan Pengadilan 
Agama Koto Baru dilaksanakan melalui Petugas Meja Informasi 
dan Pengaduan; 

  c. Bahwa adanya salah seorang anggota Tim memasuki masa 
Pensiun, agar pelayanan Meja Informasi dan Pengaduan dapat 
terlaksana dengan baik, pelu dibentuk Kembali Tim Pengelola 
Informasi dan Pengaduan. 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008  Tentang Keterbukaan 
Pengaduan Publik; 

  2.  Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah 
Agung RI sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 5 Tahun 2004 Terakhir dengan Undang-Undang 3 Tahun 
2009 Tentang Mahkamah Agung RI; 

  3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009  tentang Pelayanan 
Publik; 

  4. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Perubahan atas 
Undang-Undang  Nomor            4 Tahun 2004 tentang 
Kekuasaan Kehakiman; 

  5. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan 
kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang 
Peradilan Agama; 

  6 Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 
076/KMA/SK/VI/2009 Tentang Pedoman Pelakasanaan 
Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan; 

  7. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 03 Tahun 2010 
Tentang Penerimaan Tamu; 

  8. Peraturan Komisi Pengaduan Nomor 1 Tahun 2010 tentang 
Standar Layanan Pengaduan Publik; 

  9. Surat Keputusan Wakil Ketua Ketua Mahkamah Agung RI 
Bidang Non Yudisial Nomor 01/WKMA-NY/SK/I/2009  tentang 
Pedomaan Pelayanan Pengaduan pada Mahkamah Agung RI; 

 

 

 

 



 

 

 

  10. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama 
Mahkamah Agung  RI Nomor 0017/Dj.A/SK/VII/2011 tentang 
Pedoman Pelayanan Pengaduan di Lingkungan  Peradilan 
Agama. 

Memperhatikan : Keputusan Rapat Pimpinan Pengadilan Agama se-Sumatera Barat 
dengan Pimpinan  Pengadilan Tinggi Agama Padang tanggal 08 
Agustus 2011 di Padang. 

M E M U T U S K A N 

 

Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA KOTO BARU 
TENTANG PENGELOLA MEJA INFORMASI DAN PENGADUAN 
TAHUN 2022 

 

PERTAMA 
 
 
 
KEDUA 

: 
 
 
 
: 

Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Koto Baru 
Nomor : W3-A11/36/KP.04.6/I/2022, tanggal 03 Januari 2022 
tentang Pengelola Meja Informasi dan Meja Pengaduan; 

 

Membentuk Tim Petugas Meja Informasi dan Pengaduan Pengadilan  
Agama Koto Baru Tahun 2022 dengan susunan sebagaimana 
terlampir; 

 

KETIGA : Tim Pengelola Meja Informasi dan Pengaduan bertugas terhitung 
mulai tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2022; 

 

  Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan 
bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki sebagaimana 
mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan 

   

 

   

   Ditetapkan di 
Pada Tanggal 

: Koto Baru 
: 01 April 2022 

 Ketua 
 
 
 
RINA EKA FATMA, S.H.I., M.Ag 
NIP. 19810422 200704 2 001 
 
 
 

 

 
 
 
 
 



 
 LAMPIRAN :  KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA KOTO BARU 
 NOMOR :  W3-A11/1091/KP.04.6/IV/2022 TANGGAL 01 APRIL 2022 

TENTANG :  PENGELOLA MEJA INFORMASI DAN PENGADUAN    
    PENGADILAN AGAMA KOTO BARU TAHUN 2022 

 

N

O 
NAMA / NIP 

PANGKAT / 

GOL. RUANG 
JABATAN JABATAN DALAM TIM TUGAS 

1 2 3 4 5 6 

1 Asyrof Syarifuddin, S.H.I.  Penata Tk. I  (III/d) Wakil Ketua 

Atasan Pejabat Pengelola 
Meja Informasi dan 

Pengaduan 

Melakukan 
Koordinasi dengan 

Ketua guna 
mendapatkan solusi 

2 
 
Dra. Nila Novita, SH. 
 

Penata  Tk. I / III.d 
 

Panitera 
 

Pejabat Pengelola Meja 
Informasi 

Melakukan 
inventarisir  
Informasi 

3 
 
Paisul Batubara, S.Ag. 
 

Penata  Tk. I / III.d 
 

Sekretaris 
Pejabat Pengelola Meja 

Pengaduan 

Melakukan 
inventarisir 
Pengaduan 

4 Embrizal, S.H.I. Penata/ III.c Panmud Hukum Anggota 
 
 
 
 

Mengumpulkan data, 
bahan telaah 
informasi dan 
pengaduan 

5 Hj. Refti Desfita, S.Ag., S.H. Penata Tk I/ III.d Panmud Gugatan Anggota 

6 Prima Yenni, S.H. 
Penata Muda Tk 

I/III.b 
Panmud Permohonan 

Kasubbag  
Anggota 

 

7 Fauzan Putra, S. Kom.4 Penata Tk I/ III.d 
Kasubbag PTIP 

 
Anggota 

8 Hasnur Rafiq, S. Kom. 
Penata Muda Tk 

I/III.b 
Kasubbag Umum dan 
Keuangan 

Anggota 

 
Ketua, 
 
 

   
 RINA EKA FATMA, S.H.I., M.Ag. 

 NIP. 19810422 200704 2 001 
 



 LAMPIRAN :   KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA KOTO BARU 
 NOMOR :   W3-A11/1091/KP.04.6/IV/2022 TANGGAL 01 APRIL 2022 

TENTANG :   PENGELOLA MEJA INFORMASI DAN PENGADUAN    
PENGADILAN AGAMA KOTO BARU TAHUN 2022 
 

 

STRUKTUR TIM PENHELOLA MEJA INFOR MASI DAN PENGADUAN 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 
 
 
 

  
Ketua, 
 
 

   
 RINA EKA FATMA, S.H.I., M.Ag. 

 NIP. 19810422 200704 2 001 
 

 

 

 

Dra. Nila Novita, S.H. 

PJ. Informasi 

Paisul Batubara, S.Ag. 

PJ. Pengaduan 

Embrizal, S.H.I 

Anggota 
Prima Yenni, S.H. 

Anggota 

Asyrof Syarifuddin, S.H.I.,  

Atasan 

Refti Desfita, S.Ag, S.H. 

Anggota 
Fauzan Putra, S.Kom. 

Anggota 

Hasnur Rafiq, S..Kom. 

Anggota 



 

 

SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA KOTO BARU 

Nomor : W3-A11/1092/KP.04.6/IV/2022 

 

Tentang 

 

PENUNJUKAN PETUGAS ABSENSI  

DISIPLIN PELAKSANAAN KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG RI 

TENTANG KETENTUAN PEMBERIAN TUNJANGAN KHUSUS KINERJA PEGAWAI 

NEGERI SIPIL TAHUN 2022 

PADA PENGADILAN AGAMA KOTO BARU 

Menimbang 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mengingat 

: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

: 

a. 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. 

 

c. 

 

 

1. 

 

2. 

 

 

 

Bahwa  dengan ditetapkannya Keputusan Ketua Mahkamah 

Agung  Repuplik Indonesia Nomor: 071/KMA/SK/V/2008, tanggal 

14 Mei 2008, tentang Ketentuan Penegakan Disiplin Kerja Dalam 

Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Khusus Kinerja Hakim dan 

Pegawai Negeri pada Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan  

yang berada dibawahnya dan Surat Keputusan Sekretaris 

Mahkamah Agung RI Nomor: 035/SK/ IX/2008 tanggal 1 

September 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaannya, maka untuk 

terlaksananya hal tersebut perlu ditunjuk Petugas Absen; 

Bahwa Petugas Absen yang ditunjuk memasuki masa Pensiun, 

perlu ditunjuk Petugas Absen yang baru; 

Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan pada huruf a 

diatas maka Ketua Pengadilan Agama Koto Baru perlu 

mengangkat dan menunjuk seorang Petugas Absen; 

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1980 

tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil; 

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 19 Tahun 2008 

tentang  Tunjangan Khusus Kinerja Hakim dan Pegawai Negeri di 

Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang 

berada di bawahnya, 



MEMUTUSKAN 

Menetapkan     : PENUNJUKAN PETUGAS ABSENSI DISIPLIN PELAKSANAAN 

KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG RI TENTANG 

KETENTUAN PEMBERIAN TUNJANGAN KHUSUS KINERJA 

PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA PENGADILAN AGAMA KOTO 

BARU TAHUN 2022; 

3. 

 

 

 

4. 

 

 

 

 

5. 

 

 

 

 

 

 

 

6. 

 

 

 

Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 

:070/KM/SK/V/2008 tentang Tunjangan Khusus Kinerja Pegawai 

Negeri di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan 

yang berada dibawahnya; 

Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia  Nomor : 

071/KMA/SK/V/2008, tentang Ketentuan  Penegakan Disiplin 

Kerja Dalam Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Khusus Kinerja 

Hakim dan Pegawai Negeri Pada Mahkamah Agung RI dan 

Badan Peradilan  yang berada dibawahnya; 

Surat Keputusan perubahan pertama Keputusan Ketua 

Mahkamah Agung Republik Indonesia  Nomor : 071 Sekretaris 

Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 

069/KMA/SK/V/2009, /KMA/SK/V/2008, tentang Ketentuan  

Penegakan Disiplin Kerja Dalam Pelaksanaan Pemberian 

Tunjangan Khusus Kinerja Hakim dan Pegawai Negeri Pada 

Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan  yang berada 

dibawahnya; 

Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia  

Nomor: 035/SK/IX/2008, tentang Petunjuk Pelaksanaan KMA 

Nomor: 071/KMA/SK/V/2008. 

PERTAMA 

 

 

 

 

 

: 

 

 

 

 

 

Mencabut Surat Keputusan Ketua  Nomor : W3-

A11/42/KP.04.6/I/2022 tanggal 03 Januari 2022 tentang 

Penunjukan Petugas Absensi Disiplin Pelaksanaan Keputusna 

Mahkamah Agung RI tentang Pemberian Tunjangan Khusus 

Kinerja PNS; 

 



                                                                           Ditetapkan di       : Koto Baru 

                                                                     Pada tanggal         : 03 Januari 2022 

                                                                     Ketua, 

 

 

RINA EKA FATMA, S.H.I., M.Ag. 
NIP. 19810422  200704 2 001 

Tembusan : 

1. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang. 

KEDUA : Menunjuk Sdr. Hasnur Rafiq, S.Kom sebagai Petugas Absen 

untuk  Penegakan Disiplin Kerja Pegawai Pengadilan Agama 

Koto Baru 

KETIGA : Petugas Absensi dimaksud mempunyai tugas sebagai berikut :  

a. Menyediakan, menyelesaikan, merekapitulasi dan 

mengklarifikasi daftar hadir dan daftar pulang baik melalui 

mesin (finger scan, mesin kartu) atau manual, serta surat 

tugas, cuti, surat keterangan sakit dan surat izin. 

 

b. Berdasarkan rekapitulasi yang telah diklarifikasi, petugas 

absensi menghitung besarnya potongan dalam % 

(perseratus); 

c. Pada setiap awal bulan, petugas absensi menghitung 

besarnya Tunjangan Khusus Kinerja bagi  aparatur 

Mahkamah Agung RI dengan memperhitungkan besarnya 

potongan dan diketahui oleh pejabat penanggung jawab 

absensi untuk diteruskan kepada pejabat Kuasa Pengguna 

Anggaran. 

KEEMPAT 

 

 

 

KELIMA 

: 

 

 

 

: 

Dalam melaksanakan  tugas, petugas absensi yang telah 

ditunjuk bertanggung jawab dan harus melaporkan 

pelaksanaannya kepada Sekretaris Pengadilan Agama Koto 

Baru. 

Surat Keputusan  ini  mulai   berlaku  sejak   tanggal 

ditetapkan dan jika dikemudian hari ternyata terdapat 

kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan diadakan 

perbaikan sebagaimana mestinya. 



: a. Bahwa  dalam  rangka  untuk  melakukan  penertiban  terhadap  

data  kepegawaian  pada 

  Pengadilan  Agama  Koto Baru,  maka  perlu  melaksanakan  

penataan  data  melalui   SIMPEG/SIKEP 
 b. Bahwa Pe tugas yang d i t un juk  memasuk i  masa  

  Pensiun, maka perlu ditunjuk petugas baru  untuk pengapdate-an 

setiap terjadi perubahan mutasi jabatan dan   Monitoring terkait data dan dokumen Pegawai  

 c. Bahwa  dalam  rangka  untuk  melaksanakan  pengupdate-an  data  

kepegawaian  melalui   system  elektronik/perlu  ditunjuk  Petugas  Admin  Simpeg/Sikep  

pada  Pengadilan  Agama   Koto Baru 

: 1. Undang-Undang    Nomor     8     Tahun     1974     tentang  Pokok-
Pokok Kegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 43   Tahun 1999 Kekuasaan Kehakiman; 

  2. Undang-Undang  Nomor  14  Tahun 1985 tentang Mahkamah 
Agung sebagaimana telah diubah dua kali pertama dengan 
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 
3  Tahun 2009; 

 3. Undang-Undang  Nomor  7 Tahun  1989  tentang  Peradilan 
Agama sebagaimana telah diubah dua kali pertama dengan 
Undang-Undang Nomor 3  Tahun 2006 dan kedua dengan 
Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009; 

 4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan 
Informasi Publik; 

 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. 

 6. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 144 Tahun 2007 
tentang Keterbukaan Informasi 

 7. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor :144/KMA/SK/I/2011 
tanggal 25 Januari 2011 Tentang Pedoman Pelayanan Informasi di 
Pengadilan 

 

 
 

 

 

 

 

 

PENGADILAN AGAMA KOTO BARU  
 

SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA KOTO BARU 
 Nomor :  W3-A11/1093/Kp.04.6/IV/2022 

 
TENTANG 

PENUNJUKAN PETUGAS ADMIN SERTA OPERATOR SIMPEG/SIKEP 
PADA PENGADILAN AGAMA KOTO BARU TAHUN 2022 

 
KETUA PENGADILAN AGAMA KOTO BARU 

 
Menimbang 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mengingat : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

MEMUTUSKAN 

 

Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA KOTO 

BARU TENTANG PENUNJUKAN   PETUGAS ADMIN 

SIMPEG/SIKEP PADA PENGADILAN AGAMA KOTO BARU TAHUN 

2022; 

Pertama  : Mencabut Surat Keputusan Ketua Nomor : W3-

A11/43/Kp.04.6/I/2022 tanggal 03 Januari 2022 tentang  Penunjukan 

Petugas Admin serta Operator Simpeg ABS/Sikep; 

Kedua  :  1 .  Menunjuk dan mengangkat Hasnur Rafiq sebagai Admin 

SIMPEG/SIKEP pada Pengadilan Agama Koto Baru tahun 2022; 

   2.  Menunjuk dan mengangkat Yusra, S.H.I. Jabatan PPNPN  sebagai 

Operator; 

Ketiga : Tugas Admin dan Operator adalah: 

1. Melakukan Updating data apda Aplikasi sesuai kondisi 

2. Melakukan Monitoring secara berkala Terhadap Aplikasi 

3. Melakukan Validasi dan verifikasi terhadap data dan E-Doc 

Keempat : Keputusan ini  berlaku sejak  tanggal ditetapkan dengan ketentuan 

bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam 

keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya; 

 

 

 

Ditetapkan di  : Koto Baru 
Pada tanggal  : 01 April 2022 
Ketua, 

 

 

 

RINA EKA FATMA, S.H.I., M.Ag. 

NIP. 19810422 200704 2 001 
 

 



 
SURAT KEPUTUSAN  

KETUA PENGADILAN AGAMA KOTO BARU   

Nomor : W3-A11/1094/OT.01.3/IV/2022 

T E N T A N G 

PENUNJUKAN TIM SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT PADA  
PENGADILAN AGAMA KOTO BARU TAHUN 2022 

 
KETUA PENGADILAN AGAMA KOTO BARU 

Menimbang  : 1.  Dalam rangka mendukung suksesnya Sertifikasi Akreditasi 
Penjaminan Mutu sesuai dengan Surat Keputusan Direktur 
Jendral Badan Peradilan Agama membentuk Tim Akreditasi 
Internal Nomor: 3107/DJA/OT.01.3/08/2017 tentang petunjuk 
teknis pelaksanaan Akreditasi Penjaminan Mutu Pengadilan 
Agama/Mahkamah Syar’yah untuk melakukan penilaian dan 
penjaminan mutu pada Pengadilan Agama Koto Baru dan 
Pengadilan Tinggi Agama seluruh Indonesia sesuai standar 
sertifikasi ISO 9001-2008; 

   2.  Bahwa Sertifikasi Akreditasi Penjaminan Mutu ini adalah untuk 
mewujudkan Performa/Kinerja Peradilan Indonesia yang 
unggul/prima (Indonesia Court Performance Excellent ICPE); 

3. Bahwa untuk melaksanakan program tersebut perlu 
membentuk Tim Survei Kepuasan Masyarakat; 

4. Bahwa nama yang tercantum dalam lampiran Surat 
Keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk 
melaksanakan tugas dalam Tim Survei Kepuasan Masyarakat;      

 
Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan 

publik;  
2. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1995 

tentang Perbaikan dan Peningkatan Mutu Pelayanan Aparatur 
Pemerintah Kepada Masyarakat; 

3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 
Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014;  

4. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 
Republik Indonesia Nomor: 63/KEP/M.PAN/7/2003  tentang 
Pedoman Umum Penyelenggara Pelayanan Publik; 



5.  Peraturan Komisi Informasi Nomor 01 Tahun 2009 tentang 
Standar Layanan Informasi; 

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan 
Reformasi Birokrasi RI Nomor 14 Tahun 2017 tentang 
Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit 
Penyelenggara Pelayanan Publik; 

 
 

M E M U T U S K A N 

 
Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA KOTO BARU 

TENTANG PENUNJUKAN TIM SURVEY  KEPUASAN 
MASYARAKAT  PADA PENGADILAN AGAMA KOTO BARU 
TAHUN 2022; 

Pertama : Keputusan Ketua Pengadilan Pengadilan Agama Koto Baru 
tentang    Penunjukan Tim Survei Kepuasan Masyarakat pada 
Pengadilan Agama Koto Baru; 

Ketiga : Menunjuk Tim Survey Kepuasan Masyarakat pada Pengadilan 
Agama Koto Baru sebagaiamana terlampir Surat Keputusan 
ini; 

Keempat : Memerintahkan Tim Survey Kepuasan Masyarakat 
menjalankan tugas sesuai arahan Ketua Pengadilan Agama 
Koto Baru; 

Kelima : Salinan Surat Keputusan ini untuk disampaikan kepada yang 
bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.  

      

       Ditetapkan di  : Koto Baru 
       Pada Tanggal : 01 April 2022 
         Ketua, 
 
 
 

                                    RINA EKA FATMA, S.H.I., M.Ag.  
        NIP.19810422 200704 2 001 
 
 
Tembusan : 
1. Yth. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang; 
 

 
 
 
 



 
LAMPIRAN I SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA KOTO BARU 
NOMOR      : W3-A11/1094/OT.01.3/IV/2022 
TANGGAL  : 01 April 2022 
 

TIM SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT PADA  
PENGADILAN AGAMA KOTO BARU TAHUN 2022 

 

NO NAMA 
JABATAN 

DALAM 
DINAS 

JABATAN 
DALAM 

TIM 
Tugas 

1. Miftah Hurrahmah, S.H.I. Hakim Ketua Tim 

Melakukan 
Koordinir SKM 
dan melaporkan 
kepada ketua 

2. Prima Yenni, S.H. Panmud 
Permohonan 

Analisis Dan 
Penyusunan 

Melakukan 
analisis 
terhadap 
responden atau 
sebaran 
kuesioner 

3. Zulyarni, S.H. Jurusita 
Pengganti 

Surveyor  
 
Melakukan 
pengumpulan 
data 
 

4. Rahmat Hidayat, S.Th.I., S.H. APP Surveyor 

5. Luvita Yulimas, A.Md. Pengelola 
Perkara Surveyor 

6. Yama Hendra, S.H.I. PPNPN Surveyor 

 

 

       Ditetapkan di      : Koto Baru 
       Pada Tanggal    : 01 April 2022 
         Ketua, 
 
 
 

                                    RINA EKA FATMA, S.H.I., M.Ag.  
   NIP.19810422 200704 2 001 

 

 

 



 
SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA KOTO BARU 

NOMOR: W3-A11/1095/KP.04.6/I/2022 
 

TENTANG 
PENUNJUKAN TIM PENILAI AGEN PERUBAHAN 

PADA PENGADILAN AGAMA KOTO BARU TAHUN 2022 
 

KETUA PENGADILAN AGAMA KOTO BARU 
 
Menimbang : 1. bahwa dalam rangka terlaksananya Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan 

Agama serta Terlaksananya Program Reformasi Birokrasi di Pengadilan 

Agama Koto Baru dengan Pengembangan Budaya Kerja dipandang perlu 

menetapkan Agen Perubahan ( Agent Of Change ); 

2. bahwa Agen Perubahan dimaksudkan sebagai panutan dan atau figur yang 

dijadikan teladan diharapkan dapat merubah pola pikir semua pegawai  

Pengadilan Agama Koto Baru untuk mensukseskan Reformasi Birokrasi 

dan Zona Integritas; 

3. bahwa adanya salah seorang anggota memasuki masa Pensiun, maka 

perlu dibentuk susunan tim yang baru; 

4. bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan dimaksud berupa, 

dipandang perlu untuk menetapkan nama-nama pejabat sebagai Tim 

Seleksi Penetapan Agen Perubahan Pengembangan Budaya Kerja di 

Pengadilan Agama Koto Baru; 

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman; 

2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana dirubah dengan 

Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 dan dirubah lagi Nomor 03 Tahun 

2009 Tentang mahkamah Agung Republik Indonesia; 

3. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 

MA/SEK/07/SK/III/2006; 

2. Peraturan Mentri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi 

Birokrasi Nomor 39 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengembangan 

Budaya Kerja.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 

2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil; 

3. Surat Keputusan Pelaksana Tugas Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 

071/KMA/SK/IV/2008 tentang Ketentuan Penegakkan Disiplin Kerja dalam 

pelaksanaan Pemberian Tunjangan Khusus Kinerja Hakim dan Pegawai 

Negeri di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada 

di bawahnya; 



4. Peraturan Presiden RI Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design 

Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2025; 

5. Permenpan RB Nomor 11 Tahun 2015 tentang Roadmap RB untuk 

mewujudkan birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang efektif dan 

efisien serta birokrasi yang memiliki Pelayanan Publik yang berkualitas; 

6. Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 131- 

1/SEK/KU.01.6/6/2016 tanggal 29 Juni 2016 tentang Pedoman Kriteria 

Agen Perubahan; 

7. Perma Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pengawasan dan Pembinaan Atasan 

Langsung di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di 

bawahnya 

 
MEMUTUSKAN: 

 
 

Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA KOTO BARU 

TENTANG TIM PENILAI AGEN PERUBAHAN PENGADILAN AGAMA 

KOTO BARU TAHUN 2022; 

KESATU 

 

KEDUA 

 

: 

 

: 

Mencabut Surat Keputusan Ketua Nomor: W3-A11/1095/KP.04.6/I/2022 

tanggal 03 Januari 2022 tentang Tim Penilai Agen Perubahan 

Pengadilan Agama Koto Baru; 

Menunjuk dan mengangkat mereka yang namanya tersebut pada kolom 

1 (satu) sebagai tersebut pada kolom 5 (lima) Lampiran I keputusan ini; 

KETIGA : Menetapkan kriteria penilaian sebagai pedoman untuk penilaian Agen 

Perubahan Pegadilan Agama Koto Baru Tahun 2022 sebagaimana 

dalam Lampiran II Surat Keputusan ini; 

KEEMPAT 

 

 
KELIMA 

: 

 

 
: 

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di 

kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan dan 

perbaikan sebagaimana mestinya: 

Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk 

diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. 

 
Ditetapkan di   : Koto Baru 
Pada Tanggal  : 01 April 2022 
PENGADILAN AGAMA KOTO BARU 
KETUA, 
 
 

 
RINA EKA FATMA, S.H.I., M.Ag. 
NIP.19810422 200704 2 001 

Tembusan disampaikan kepada Yth: 

1. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang



Lampiran I Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Koto Baru  

Nomor   : W3-A11/1095/KP.04.6/IV/2022 

Tanggal  :  03 Januari 2022 
 

TIM PENILAI AGEN PERUBAHAN  
PADA PENGADILAN AGAMA KOTO BARU TAHUN 2022 

 
No NAMA/NIP PANGKAT 

GOL/RUANG 
JABATAN JABATAN 

DALAM TIM 
TUGAS 

1 2 3 4 5 6 

1   RINA EKA FATMA, S.H.I., M.Ag. Hakim Madya Pratama (IV/a) Ketua Penanggung 
Jawab 

1. Mengarahkan tugas tim penilai 
Agen Perubahan 

2. Meminta laporan tim penilai Agen 
Perubahan 

3. Memeriksa dan mengevaluasi tugas- 
tugas tim penilai Agen Perubahan 

4. Memberikas rekomedasi ata hasil 
penilaian Agen Perubahan 

2 Asyrof Syarifuddin, S.H.I. 
 

Hakim Pratama Utama (III/d) Wakil Ketua Ketua 1. Mengkoordinir kerja tim penilai Agen 
Perubahan 

2. Memutuskan  kandidat Agen Perubahan 
yang dipilih dari suara terbanyak oleh 
seluruh pegawai Pengadilan Agama 
Koto Baru 

3. Memimpin rapat pemberian penialain 
Agen Perubahan 

4. Menyampaikan hasil rapat tim penilai 
Agen Perubahan kepada Ketua 
Pengadilan Agama Koto Baru 

3. Hasnur Rafiq, S.Kom 
  

Penata Muda Tk I (III/b) Kasubbag 
Umum dan 
Keuangan 

Sekretaris 1.   Mencatat, mengadministrasikan dan 
menatausahakan dokumen penilaian 
Agen Perubahan 

4.   Alimahaini, S.H.I. 
 

Hakim Pratama Madya (III/c) Hakim Anggota 1.  Membantu Ketua Tim dalam memberikan 
penilaian atas kandidat Agen Perubahan 
berdasarkan kategori masing-masing 



5.    Yulis Edward, S.H.I. Hakim Pratama (III/a) Hakim Anggota 1. Membantu Ketua Tim dalam memberikan 
penilaian atas kandidat Agen Perubahan 
berdasarkan kategori masing-masing 

6.   Dra. Nila Novita, S.H. Penata TK I (III/d) Panitera Anggota  1.   Membantu Ketua Tim dalam memberikan   
            penilaian atas kandidat Agen Perubahan     
            berdasarkan kategori masing-masing 

7.  Paisul Batubara, S.Ag Penata TK I (III/d) Sekretaris Anggota 1. Membantu Ketua Tim dalam memberikan         
             penilaian atas kandidat Agen Perubahan    
             berdasarkan kategori masing-masing 

 
 
 
 
 
 

Ditetapkan di   : Koto Baru 
Pada Tanggal  : 01 April 2022 
PENGADILAN AGAMA KOTO BARU 
KETUA, 
 
 

 
RINA EKA FATMA, S.H.I., M.Ag. 
NIP.19810422 200704 2 001 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Lampiran II  

Surat Keputusan Pelaksana Ketua Pengadilan Agama Koto Baru  

Nomor : W3-A11/1095/KP.04.6/IV/2022 
Tanggal :  01 April 2022 

 
STRUKTUR TIM PENILAI AGEN PERUBAHAN PENGADILAN AGAMA KOTO BARU 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
KETUA, 
 
 

 
RINA EKA FATMA, S.H.I., M.Ag. 

  NIP.19810422 200704 2 001 

 

HASNUR RAFIQ, S.Kom 
SEKRETARIS 

ASYROF SYARIFUDDIN, S.H.I. 
KETUA 

RINA EKA FATMA, S.H.I., M.Ag. 
PENANGGUNG JAWAB 

YULIS EDWARD, .S.H.I. 
ANGGOTA 

Dra. NILA NOVITA, S.H. 
ANGGOTA 

PAISUL BATUBARA, S.Ag. 
ANGGOTA 

ALIMAHAINI, .S.H.I. 
ANGGOTA 



 

SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA KOTO BARU 
NOMOR : W2-A11/1096/KP.04.01/I/2022 

 
TENTANG 

 
PENUNJUKAN NOTULIS  

PENGADILAN AGAMA KOTO BARU TAHUN 2022 
 

KETUA PENGADILAN AGAMA KOTO BARU 
 
Menimbang : a. Bahwa dalam rangka memberikan informasi terkait kebijakan 

pimpinan, tugas-tugas dan fungsi pengadilan di lingkungan 

Pengadilan Agama Koto Baru, maka dipandang perlu 

menunjuk Notulis untuk mencatat Setiap Hasil Rapat; 

  b. Bahwa yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini, 

dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk melaksanakan 

tugas sebagai Notulis Pengadilan Agama Koto Baru; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah 

Agung RI sebagai mana telah diubah dan di tambah dengan 

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua 

dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009; 

  2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan 

Agama sebagai mana telah diubah dan ditambah dengan 

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua 

dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009; 

  3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan 

Informasi Publik; 

  4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan 

Publik; 

5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 yang telah diubah oleh 

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan 

Kehakiman 

6. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 Tentang 

Perpustakaan; 

 



 

 

7. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI. Nomor: 1-

144/KMA/SK/I/2011 Tentang Pedoman Pelayanan Informasi di 

Pengadilan; 

8. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan 

Memperhatikan : Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI. Nomor 

143/KMA/SK/VIII/2007 Tentang Pemberlakuan Buku I, 

Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, 

Tata Persuratan Tata Kearsipan, Administrasi Keprotokolan, 

Kehumasan dan Keamanan; 

MEMUTUSKAN 

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA KOTO BARU 

TENTANG PENUNJUKAN NOTULIS PENGADILAN AGAMA 

KOTO BARU TAHUN 2021 

Pertama : Menunjuk Yusra, S.H.I. Notulis pada Kegiatan Rapat Pimpinan 

Dan pada Kegiatan Rapat Umum.  

  Menunjuk Selvia, S.E. Sebagai Notulis pada Kegiatan Rapat 

Kesekretariatan dan Kegiatan Coffe Morning. 

  Menunjuk Prima Yenni, S.H. Sebagai Notulis pada Kegiatan 

Rapat Kepaniteraan. 

Kedua : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan 

ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam 

keputusan ini, akan diadakan perubahan dan perbaikan kembali 

sebagaimana mestinya. 

Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan 

dilaksanakan sebagaimana mestinya. 

Ditetapkan di  : Koto Baru 
Padatanggal  : 01 April 2022 
KETUA, 
 

 
 
 RINA EKA FATMA, S.H.I., M.Ag. 

NIP. 19810422 200704 2 001 
Tembusan : 
1. Pengadilan Tinggi Agama Padang; 



 

SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA KOTO BARU 
NOMOR W3-A11/1097/OT.01.3/IV/2022 

 
TENTANG 

PEMBENTUKAN TIM AKREDITASI PENJAMINAN MUTU 
PENGADILAN AGAMA KOTO BARU TAHUN 2022 

 
KETUA PENGADILAN AGAMA KOTO BARU 

 
Menimbang  : a. bahwa program Sertifikasi Akreditasi Penjaminan Mutu di 

Lingkungan Peradilan Agama telah diubah menjadi 
Akreditasi Penjaminan Mutu; 

b. bahwa selaku pengadilan tingkat pertama di lingkungan 
peradilan agama, Pengadilan Agama Koto Baru harus 
menyesuaikan dan melaksanakan program Akreditasi 
Penjaminan Mutu; 

c. bahwa agar program Akreditasi Penjaminan Mutu 
Pengadilan Agama Koto Baru terlaksana secara efektif dan 
efisien, diperlukan Tim Penjaminan Mutu; 

d. bahwa perlunya disusun tim yang baru dikarenakan salah 
seorang anggota memasuki masa Pensiun; 

Mengingat  : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah 
Agung sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 
1985 tentang Mahkamah Agung; 

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan 
Agama sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 
1989 tentang Peradilan Agama; 

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan 
Publik; 

4. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan 
Kehakiman; 

5. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 
026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan. 
 

 

 

 

file:///H:/Monev/Pedoman%20Monitoring%202016/AppData/Local/Temp/KUMPULAN%20PERATURAN%20MONEV/6.2%20Keputusan%20KMA%20No.%20026%20Thn%202012%20ttg%20Standar%20Pelayanan%20Peradilan.pdf
file:///H:/Monev/Pedoman%20Monitoring%202016/AppData/Local/Temp/KUMPULAN%20PERATURAN%20MONEV/6.2%20Keputusan%20KMA%20No.%20026%20Thn%202012%20ttg%20Standar%20Pelayanan%20Peradilan.pdf


MEMUTUSKAN 

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA KOTO BARU 

TENTANG PEMBENTUKAN TIM AKREDITASI PENJAMINAN 

MUTU TAHUN 2022; 

PERTAMA 

 

KEDUA 

: 

 

 

: 

Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Koto 

Baru Nomor W3-A11/321/OT.01.3/II/2022 tanggal 14 Februari 

2022 tentang Pembentukan Tim Akreditasi Penjaminan Mutu 

Pengadilan Agama Koto Baru Tahun 2022; 

Membentuk Tim Akreditasi Penjaminan Mutu Tahun 2022 

dengan struktur, susunan dan uraian tugas sebagaimana 

tercantum dalam Lampiran I, II dan III. 

KETIGA : Masa kerja Tim Penjaminan Mutu Pengadilan Agama Koto Baru 

sampai dengan 31 Desember 2022 dan dapat diperpanjang 

sesuai dengan kebutuhan; 

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan jika terdapat 

kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya. 

 

 

Ditetapkan di  : Koto Baru 
Pada tanggal  : 1 April 2022 
Ketua, 

 

 

 

RINA EKA FATMA, S.H.I., M.Ag. 

NIP : 190422 200704 2 001 

 
Tembusan: 
1. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang 

  



Lampiran I 
Keputusan Ketua Pengadilan Agama Koto Baru 
Nomor : W3-A11/1097/OT.01.3/IV/2022 
Tanggal : 1 April 2022 

 

 

STRUKTUR ORGANISASI TIM PENJAMINAN MUTU 

PENGADILAN AGAMA KOTO BARU TAHUN 2022 

 

 

 

Koto Baru,  01 April 2022 

Ketua, 

 

 

RINA EKA FATMA, S.H.I., M.Ag. 

NIP : 190422 200704 2 001 

 

  

TOP MANAGEMENT 

Rina Eka Fatma, S.H.I., M.Ag. 

ASESOR INTERNAL 

Alimahaini, S.H.I. 
SURVEYOR KEPUASAN 

MASYARAKAT 

Miftah Hurrahmah, S.H.I. 

PENGENDALI DOKUMEN 

Asmeilia, S.H.I. 

SEKRETARIS 

Dra. Nila Novita, S.H. 

Paisul Batubara, S.Ag. 

 

KETUA TIM 

Asyrof Syarifuddin, S.H.I. 

 



 
 

Lampiran II 
Keputusan Ketua Pengadilan Agama Koto Baru 
Nomor : W3-A111097/OT.01.3/IV/2022 
Tanggal : 1 April 2022 

 

SUSUNAN TIM PENJAMINAN MUTU 

PENGADILAN AGAMA KOTO BARU TAHUN 2022 

NO NAMA JABATAN 

KEDINASAN TIM 

1 Rina Eka Fatma, S.H.I., M. Ag. Ketua Top Management 

2 Asyrof Syarifuddin, S.H.I. Wakil Ketua Ketua Tim 

3 Dra. Nila Novita, S.H. Panitera 
Sekretaris APM 

4 Paisul Batubara, S.Ag. Sekretaris 

5 Alimahaini, S.H.I. Hakim Lead Asesor  

6 Yulis Edward, S.H.I.  Hakim Asesor 

7 Azimar Syamsi, S.H.I. Hakim Asesor 

8 Miftah Hurrahmah, S.H.I. Hakim Koordinator Surveyor 

Kepuasan Masyarakat 

9 
Prima Yenni, S.H. 

Panmud 

Permohonan 

Anggota SKM 

10 Zulyarni, S.H. Jurusita Pengganti Anggota SKM 

11 Rahmat Hidayat, S.Th.I., S.H. Analis Perkara 

Peradilan 

Anggota SKM 

12 Yama Hendra, S.H.I PPNPN Anggota SKM 

13 Asyelni, S.Sy. PPNPN Anggota SKM 

14 
Asmeilia, S.H.I.  Hakim  Koordinator 

Pengendali Dokumen 

15 Embrizal, S.H.I Panmud Hukum Anggota Pengendali 

Dokumen 

16 Hj. Refti Desfita, S.Ag.,S.H. Panitera Muda 

Gugatan 

Anggota Pengendali 

Dokumen 

17 Fauzan Putra, S.Kom. Kasubbag 

Perencanaan, TI 

Anggota Pengendali 

Dokumen 



dan Pelaporan 

18 Hasnur Rafiq, S.Kom. Kasubbag Umum 

dan Keuangan 

Anggota Pengendali 

Dokumen 

19 Izzuddin, S.H.I. Jurusita Anggota Pengendali 

Dokumen 

20 Selvia, S.E. Analis SDM Anggota Pengendali 

Dokumen 

21 Bambang Dwi Asmoro, S.SI. Pranata Komputer Anggota Pengendali 

Dokumen 

22 Delvianto, S.H. PPNPN Anggota Pengendali 

Dokumen 

23 Yusra, S.H.I. PPNPN Anggota Pengendali 

Dokumen 

24 Wiwianto, S. Kom. PPNPN Anggota Pengendali 

Dokumen 

25 Randi Jopi, S. Si. PPNPN Anggota Pengendali 

Dokumen 

26 Reno Hariyanto PPNPN 

 

Anggota Pengendali 

Dokumen 

 

Ketua, 

 

 

 

 

RINA EKA FATMA, S.H.I., M.Ag. 

NIP : 190422 200704 2 001 



Lampiran III 

Keputusan Ketua Pengadilan Agama Koto Baru 
Nomor : W3-A11/1097/OT.01.3/IV/2022 
Tanggal : 1 April 2022 

 

 

TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB TIM PENJAMINAN MUTU 

PENGADILAN AGAMA KOTO BARU TAHUN 2022 

 

NO JABATAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB 

1 Top Management  Menetapkan dan mengganti struktur, susunan 
dan uraian tugas Tim Penjaminan Mutu 

 Mengarahkan penerapan sistem penjaminan 
mutu secara menyeluruh 

 Mengevaluasi kinerja dan output Tim 
Penjaminan Mutu 

2 Ketua  Melaksanakan arahan Top Management 
 Merumuskan kebijakan-kebijakan strategis 
 Melakukan koordinasi dengan pihak-pihak 

eksternal dalam rangka pengimplementasian 
sistem penjaminan mutu 

 Memimpin rapat-rapat koordinasi Tim 
Penjaminan Mutu 

 Mengevaluasi kinerja dan output seluruh 
anggota Tim Penjaminan Mutu 

 Memberikan laporan secara berkala kepada 
Top Management 

3 Sekretaris  Merancang program kerja Penjaminan Mutu 
di lingkup Kepaniteraan (Panitera) 

 Merancang program kerja Penjaminan Mutu 
di lingkup Kesekretariatan (Panitera) 

 Menggerakkan dan mengontrol penerapan 
sistem penjaminan mutu 

 Menyelenggarakan rapat-rapat koordinasi Tim 
Penjaminan Mutu 

 Menyosialisaikan dokumen-dokumen sistem 
penjaminan mutu 

 Memberikan laporan secara berkala kepada 
Ketua Tim Penjaminan Mutu 

4 Asesor Internal  Mengkoordinasikan pelaksanaan asesmen 
internal (Koordinator) 

 Menghimpun dan mengolah hasil asesmen 
internal (Sekretaris) 

 Melaksanakan asesmen internal 
 Membuat nilai dan menyusun daftar 

permintaan perbaikan 
 Menyusun dan memberikan laporan 

pelaksanaan asesmen eksternal kepada 
Ketua Tim Penjaminan Mutu 



   

5 Surveyor Kepuasan 

Masyarakat 

 Mengkoordinasikan pelaksanaan SKM 
(Koordinator) 

 Menghimpun dan mengolah hasil SKM 
(Sekretaris) 

 Menyiapkan lembar kuesioner untuk SKM 
 Menentukan responden dan jadwal SKM 
 Menyelenggarakan SKM 
 Mengolah dan menganalisis hasil SKM 
 Menyusun Laporan SKM dan memberikannya 

kepada Ketua Tim Penjaminan Mutu 

6 Pengendali Dokumen  Mengkoordinasikan pengelolaan seluruh 
dokumen Penjaminan Mutu (Koordinator) 

 Membuat daftar dokumen Penjaminan Mutu 
sesuai dengan klasifikasinya (Sekretaris) 

 Menyusun, mendistribusikan dan 
mengarsipkan dokumen-dokumen 
penjaminan mutu 

 Menyusun dan memberikan laporan 
pengelolaan dokumen kepada Ketua Tim 
Penjaminan Mutu 

 

Ketua, 

 

 

 

RINA EKA FATMA, S.H.I., M.Ag. 

NIP : 19810422 200704 2 001 

 

 

 

 

 

 















 

 

 

 



 





TINDAK LANJUT TEMUAN KINERJA PELAYANAN PUBLIK 

2. Pada ruangan PTSP belum ada nama pos layanan seperti : Layanan Permohonan Informasi, 

Layanan Pendaftaran Perkara, Layanan Pembayaran, Layanan Penyerahan Produk Pengadilan, 

Layanan Pengaduan. 

 

Pada Pengadilan Agama Koto Baru telah diterapkan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana 

diatur dalam SK Dijen Badilaq Nomor 1403.b/DJA/SK/OT.01.3/8/2018 tentang Pedoman Layanan 

PTSP namun karena keterbatasan SDM dalam hal ini petugas maka Pengadilan Agama Koto Baru 

melakukan inovasi layanan yakni dengan menerapkan layanan “one stop service” layanan tanpa 

jeda istirahat dengan sistem loket. Dimana seluruh layanan yang ada dalam pedoman tersebut 

dapat dilaksanakan oleh seluruh petugas tanpa adanya kekhususan petugas. 

Sehingga layanan dapat berjalan lebih efektif dan efesien.  
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